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MOTTO

‘Uang adalah raja, karena dengan uang seseorang akan

menjadi lebih bijaksana dan juga bisa menyanyi secara lebih
baik”.

(Pepatah Yunani)*

*Munir Fuady. 1999. Hukum Tentang Pembiayaan. Hal 1.
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RINGKASAN

Skripsi ini berjudul CARA PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH PADA P.T.
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG KEBAYORAN BARU
JAKARTA SELATAN, dengan latar belakang Bank sebagai Lembaga Keuangan
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak. Bank dalam memberikan fasilitas kredit menginginkan
jaminan akan adanya pembayaran oleh debitur. Mengingat bahwa peluang untuk
memperoleh kredit senantiasa memperhitungkan risiko vang akan terjadi, maka
oleh Undang-Undang telah diatur mengenai lembaga-lembaga jaminan. Salah satu
diantara lembaga-lembaga jaminan tersebut adalah lembaga Hak Tanggungan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Hak
Tanggungan ini merupakan suatu hak jaminan vang dibebankan pada hak atas
tanah berikut atau tidak berikut benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah
itu sebagai jaminan atas pelunasan dari suatu hutang tertentu yang memberikan
kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur
lain.

Permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penulisan skripsi inj
adalah mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab kredit macet pada PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
Hpaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang
Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk meminimalisir adanya Kredit Macet, dan
cara penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, apabila terjadi Kredit Macet dengan
benda jaminan hak atas tanah (Hak Tanggungan).

Metodologi penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan
Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian dengan cara pendekatan berdasarkan

fakta yang ada di lapangan, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan Peraturan

X1
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Perundang-Undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah
(Soemitro, 1990: 10).

Sumber data yang dipergunakan sebagai penunjang penyusunan skripsi ini
adalah Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang didapat melalui wawancara
dengan narasumber berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi (Soemitro,
1990: 10). dan Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dengan
cara mempelajari dan memahami dokumen-dokumen negara yang didapatkan dari
buku, literatur dan bahan-bahan lain yang menunjang dan ada hubungannya
dengan penulisan (Soemitro, 1990:10).

Metode pendekatan dalam menganalisa data yang berhasil dikumpulkan
baik berupa data tertulis maupun lisan dengan menggunakan metode Deskriptif
Kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran suatu permasalahan yang
tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan
dibahas (Soemitro, 1990: 138).

Praktek yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia (Persero), kredit macet
tersebut dapat terjadi karena faktor Intern Bank, Intern Nasabah dan faktor
Ekstern Bank dan Nasabah. Baik pihak bank maupun pihak nasabah sama-sama
menanggung  segala akibat dari kredit macet tersebut. Pihak BRI dalam
meminimalisir terjadinya kredit macet dengan pembebanan hak tanggungan ini
dengan cara: Penjadwalan Kembali (Reschedulling), Persyaratan Kembali
(Reconditioning) dan Penataan Kembali (Restructuring). Hal ini dilakukan apabila
menurut penilaian BRI kegiatan usaha nasabah bank masih dapat dipertahankan
dan ditingkatkan. Apabila sudah tidak ada lagi harapan bahwa nasabah debitur
akan melaksanakan kewajibannya dari hasil operasi perusahaannya, maka proses
penyelesaian dari kredit macet tersebut diserahkan kepada KP2LN. Bank dalam
pelaksanaan perjanjian kredit dengan pembebanan hak tanggungan seharusnya
lebih memegang teguh prinsip kehati-hatian yang tertuang dalam The Five C's of
Analyisis Credits dan juga diperhatikan faktor-faktor intern nasabah. Hal ini
berkaitan dengan proses pengembalian kredit oleh nasabah bank dan
kemungkinan terjadinya kredit macet dapat dihindari dan diantisipasi.

X111
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses yang terjadi secara terus-
menerus dan merupakan kemajuan dan perbaikan, menuju ke arah tujuan yang
ingin dicapai. Sesuai dengan TAP MPR RI No. [I/MPR/1999 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara (GBHN), tujuan pembangunan nasional telah digariskan
yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur dan merata,
baik dalam bidang materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah
negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat.

Pembangunan nasional tersebut, dalam prakteknya terdapat bidang-bidang
pembangunan lainnya yang salah satu di antaranya adalah pembangunan di bidang
ekonomi, yang peranan pentingnya tersebut di pegang oleh Lembaga Keuangan.
Lembaga Keuangan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga Keuangan Non Bank. Lembaga Keuangan Bank tersebut bukan
hanya sebagai lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada
masyarakat, akan tetapi juga memotivasi dan mendorong inovasi dalam berbagai
cabang kegiatan ekonomi (Riyanto, 1982:2)

Menurut Pasal 1 angka (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, bank di Indonesia dibedakan menurut
jenisnya, antara lain:

a) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah vang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

b) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Pengertian konvensional dan atau Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha

bank tersebut, secara tersirat terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun
1998 Tentang Perbankan, yang menyatakan Prinsip Syariah adalah aturan
perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank demrgan. pihak lain untuk
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menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang
dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip
bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
(musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni
tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas
barang vang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa igtina).

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan, di sebutkan bahwa peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan
sesual dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat,
dengan lebith memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional
dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai
lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan lebih memperkuat struktur
perekonomian nasional.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah dengan
pemberian kredit oleh bank. Kredit yang berasal dari bahasa Yunani, Credere,
yang berarti kepercayaan (rrust atau faith), yang berarti dasar dari kredit tersebut
adalah kepercayaan, dimana jika bank memberikan suatu fasilitas kredit (kreditur)
kepada seseorang atau badan hukum yang menerima kredit tersebut (debitur),
maka bank tersebut harus mempunyai keyakinan, bahwa uang yang dipinjamkan
kepada debitur tersebut akan kembali. Bank dalam memberikan kredit harus
memperhatikan faktor-faktor risiko dari pemberian kredit tersebut yang akan
menimbulkan masalah, jika kredit tersebut tidak dapat dikembalikan oleh nasabah
debitur, karena itu dalam pemberian kredit tersebut bank harus
mempertimbangkan berbagai faktor risiko yang akan timbul di kemudian hari
(Sinungan, 1983: 12).

Menurut Riyanto (1982:78), pada umumnya bank dalam menilai risiko
kredit tersebut menggunakan prinsip kehati-hatian yang lebih dikenal dengan The
Five C's of Credit Analysis, yang meliputi:

. Character yaitu menunjukkan kemungkinan dari langganan (debitur)

secara jujur untuk memenuhi kewajibannya.
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2. Capacity merupakan pendapat subyektif mengenai kemampuan dari
langganan (debitur) untuk mengembangkan usahanya berdasarkan record

di masa lalu.

(F8)

Capital atau modal diukur dari posisi finansial perusahaan secara umum,
dimana tidak hanya dilihat dari besar kecilnya modal perusahaan tersebut,
tetapi juga bagaimana distribusi dari modal tersebut ditempatkan oleh
pengusaha.

4. Collateral berarti jaminan, dimana hal ini diperhitungkan paling akhir
yang bilamana masih terdapat kesangsian mengenai empat hal lainnya
maka si pemohon kredit di minta untuk menyerahkan jaminan.

5. Condition yaitu kondisi ekonomi secara umum yang mungkin mempunyai
efek  terhadap kemampuan pemohon kredit dalam memenuhi
kewajibannya.

Mengingat bahwa peluang untuk memperoleh  kredit senantiasa
memperhitungkan risiko yang akan terjadi, maka syarat-syarat pemberian kredit
harus diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang jelas dan tegas. Oleh undang-
undang telah diatur mengenai lembaga-lembaga jaminan. Secara khusus, hukum
jaminan atas tanah ini di atur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah.

Lembaga jaminan Hak Tanggungan ini, pada awalnya dipersiapkan
sebagai pengganti dari lembaga Hipotik sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sepanjang mengenai tanah dan
Credietverband yang diatur dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah
dengan Staatblad 1937-190, yang berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang No. 5
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hal ini
terjadi  karena peraturan perundang-undangan mengenai Hipotik dan
Credietverband tidak sesuai dengan asas-asas hukum tanah nasional dan dalam
kenyataannya tidak dapat menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang
perkreditan dan hak jaminan sebagai akibat dari kemajuan pembangunan ekonomi
(Sjahdeini, 1999: 2).
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Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan, Hak Tanggungan adalah hak Jaminan yang dibebankan pada hak
atas tanah berikut atau tidak berikut dengan benda lain yang merupakan satu
kesatuan dengan tanah itu sebagai jaminan atas pelunasan dari suatu hutang
tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu
terhadap kreditur-kreditur yang lain.

Hak Tanggungan tersebut diatas, merupakan salah satu bentuk dari hukum
Jaminan yang mempunyai fungsi untuk melindungi hak—hak dari pihak kreditur
apabila debitur cidera janji, atau dengan kata lain jaminan merupakan sarana
perlindungan bagi para kreditur yang akan merasa aman untuk memberikan
kucuran dana kepada debitur. di mana Jika pada suatu saat, debitur karena sesuatu
atau hal lain tidak dapat melunasi hutangnya tersebut, maka kreditur dalam hal ini
mempunyai kedudukan yang diutamakan dari kreditur-kreditur lain. Dalam
Penjelasan Umum angka 4 Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan tanah
disebutkan bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan
berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan Jaminan menurut
ketentuan  peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak
mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut
sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut
ketentuan hukum yang berlaku.

Pemberian Kredit oleh suatu bank mengharuskan kepada pihak peminjam
untuk menyerahkan suatu jaminan. Hal ini merupakan pencerminan dalam pasal
1131 BW, yaitu: Segala harta kekayaan debitor, baik yang berupa benda-benda
bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang akan ada
dikemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya.

Dari  beberapa faktor yang diuraikan diatas, saya tertarik untuk
mengangkat permasalahan perjanjian kredit dalam dunia perbankan dengan
menggunakan benda jaminan tanah yang diatur dalam UU No. 4 tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah. Mengingat bahwa peluang untuk memperoleh kredit senantiasa
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memperhitungkan risiko yang akan terjadi, maka untuk selanjutnya pihak Bank
perlu mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengantisipasi risiko dari tidak
terbayarnya pinjaman yang akan diberikan dengan meminta jaminan tambahan
kepada peminjam yang akan diikat dengan Hak Tanggungan dimana terjadi suatu
hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur, yang meliputi hak kreditur untuk
menjual lelang harta kekayaan tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai
jaminan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut,
sehingga mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul:

“CARA PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH PADA P.T. BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG KEBAYORAN BARU
JAKARTA SELATAN”.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian diatas, maka dipandang perlu untuk memberikan
batasan ruang lingkup dalam penyusunan skripsi ini. Hal ini dilakukan agar tidak
terjadi salah penafsiran serta meluasnya materi skripsi. Ruang lingkup penulisan
skripsi ini meliputi Hukum Perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUH
Perdata Bab XIII tentang pinjam-meminjam, dan dalam implementasinya berupa
Perjanjian Kredit antara Kreditur, dalam hal ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan debitur. Sedangkan
obyek jaminan yang berupa tanah tersebut diatur dalam Undang-Undang No.4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang

Berkaitan Dengan Tanah.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas dan agar tidak terjadi salah penafsiran serta
meluasnya materi skripsi ini, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang akan

dibahas sebagai berikut:
1. Faktor-faktor apakah yang menjadi pettj?ehgb kredit macet pada PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang

dijamin dengan Hak Tanggungan ?
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2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh pihak kreditur, dalam hal ini PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan,

untuk meminimalisir terjadinya kredit macet ?

L

Bagaimana cara penyelesaiannya, bila terjadi kredit macet pada PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang
dijamin dengan Hak Tanggungan ?

1.4 Tujuan Penulisan
1. Merupakan tujuan umum yang bersifat akademis :

4. guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan di
Fakultas Hukum Universitas Jember.

b. merupakan penerapan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan yang
bersifat teoritis dalam hubungannya dengan kenyataan yang ada di
masyarakat.

¢. menambah bekal ilmu dan menyumbangkan pemikiran yang berguna
bagi kalangan umum, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

2 Merupakan tujuan khusus yang berkaitan dengan obyek kajian yaitu :

a. Untuk mengetahui penyebab kredit macet.

b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk
meminimalisir terjadinya kredit macet.

¢. Untuk mengetahui dan mengkaji cara penyelesaian dari kredit macet
yang dijamin dengan Hak Tanggungan oleh PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

1.5 Metode Penulisan

Untuk memperoleh suatu penulisan yang memenuhi syarat-syarat ilmiah,
yang mengandung unsur-unsur kebenaran yang nyata dan harus dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka dalam penyusunan skripsi ini
dipergunakan suatu metode agar arah pembahasan dapat dimengerti secara jelas

dan sistematis. Fungsi metodologi adalah sebagai pedoman bagi ilmuwan dalam
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mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang dihadapi
olehnya (Soekanto, 1986: 7).

1.5.1 Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul skripsi beserta ruang lingkup yang akan dibahas, maka
dipergunakan metode Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian dengan cara
pendekatan berdasarkan fakta yang ada di lapangan, kemudian dikaji dan ditelaah
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait sebagai acuan untuk
memecahkan masalah (Soemitro, 1990: 10).

Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan penelitian pada lembaga atau
instansi yang terkait, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang
Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk mempelajari ilmu pengetahuan tentang
Perbankan, khususnya Perjanjian Kredit dengan jaminan tanah yang diikat dengan

Hak Tanggungan.

1.5.2 Sumber Data
Sumber data yang dipergunakan sebagai penunjang penyusunan skripsi ini
adalah:
1. Sumber Data Primer
Data yang didapat melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan
dengan permasalahan yang dihadapi (Soemitro, 1990: 10). Data ini
diperoleh dengan cara mengadakan penelitian secara langsung pada P.T
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
2. Sumber Data Sekunder
Data ini diperoleh dengan cara mempelajari dan memahami peraturan
perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan hukum lainnya yang
menunjang dan ada hubungannya dengan penulisan (Soemitro, 1990: 10).

1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang penting dalam proses
pengumpulan dan pengadaan data-data yang diperlukan, sehingga relevan dengan

permasalahan, kemudian disusun dan diolah secara sistematis dan standart. guna
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memecahkan masalah yang akan diteliti. Adapun prosedur pengumpulan data
vang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara:

I. Studi Pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dengan
mempelajari  dan menganalisa buku-buku sebagai literatur yang erat
kaitannya dengan masalah Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak
Tanggungan.

2. Studi Lapangan, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan bertanya
langsung kepada narasumber, mengenai Perjanjian Kredit dengan jaminan
tanah dan tata cara penyelesaiannya apabila terjadi kredit macet ( Soemitro,
1990: 98).

1.5.4  Analisis Data

Metode pendekatan dalam menganalisis data yang berhasil dikumpulkan,
baik berupa data tertulis maupun lisan dengan menggunakan metode Deskriptif
Kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran suatu permasalahan yang
tidak didasarkan atas angka-angka statistik, melainkan didasarkan atas peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan
dibahas (Soemitro, 1990: 138). Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan cara
deduktif, yaitu metode pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-

hal yang bersifat khusus.
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II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 FAKTA

Pada tanggal 20 April 2001, Abdul Jalil Achmad yang bertempat tinggal di
Jalan Batu Ampar no. 15 Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur (untuk
selanjutnya disebut Pihak Pertama), telah sepakat menerima fasilitas Kredit dari
Hizalman Sabri, Pemimpin Cabang P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang
Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang bertempat tinggal di jalan Murai 1I/C5
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta
Selatan (untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua).

Berdasarkan Surat Persetujuan Membuka Kredit No. 35/2001 tanggal 23
Maret 2001, yang telah dilegalisasi oleh Yatty Srijati, S.H. Notaris di Jakarta.
Pihak Pertama telah berhutang kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 100.000.000.-
(seratus juta rupiah) guna mendanai dan mengembangkan usahanya dalam bidang
garmen. Sebagai jaminan untuk memperoleh kredit tersebut. Pihak Pertama
menyerahkan jaminan benda tidak bergerak yang berupa Sertipikat Hak Milik No.
995, terdafiar atas nama Abdul Jalil Bin Achmad, seluas 286 M di daerah Pasar
Rebo, Jakarta Timur, yang dibebani dengan Hak tanggungan sesuai dengan UU
No. 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
yang Berkaitan dengan Tanah. Batas waktu pemberian kredit tersebut adalah
I (satu) tahun (Kredit Jangka Pendek).

Atas kekuatan Akta Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan
(SKMHT), Pihak Pertama sebagai Pemberi Hak Tanggungan, hadir dihadapan
Yatty Srijati, S.H, Notaris di Jakarta, untuk memberikan SKMHT No. 36/2001
tanggal 23 Maret 2001 kepada pihak Kedua sebagai Penerima Hak Tanggungan,
yang setelah Hak Tanggungan tersebut didaftarkan pada Kantor Pertanahan
setempat, akan bertindak sebagai Pemegang hak Tanggungan.

Pada tanggal 20 April 2001, Pihak Kedua dan para saksi hadir dihadapan
Ediwarman Gueci, S.H, yang berdasarkan SK Kepala Badan pertanahan Nasional,
tanggal 10 Nopember 2000, No. 35-X1-2000, diangkat/ bertindak sebagai Pejabat
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Pembuat Akta Tanah (PPAT), untuk menandatangani Akta Pemberian Hak
tanggungan (APHT) No. 24/2001. Pihak Pertama tidak hadir dalam
penandatanganan APHT tersebut, keberadaan Pihak Pertama dikuasakan kepada
Pihak Kedua berdasarkan SKMHT No. 36/2001 tanggal 23 maret 2001.
Selanjutnya PPAT melakukan pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor
Pertanahan untuk mendapatkan Sertipikat Hak Tanggungan agar Hak Tanggungan
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Setelah kredit diberikan, sesuai dengan kesepakatan terhadap waktu vang
dijanjikan, Pihak Pertama telah melakukan perbuatan wanprestasi. karena sampai
dengan kredit jatuh tempo, Pihak Pertama tidak dapat melunasi kredit disertai
denda dan bunga. Pihak Kedua dengan itikad baik dan demi menjaga nama baik
Pihak Pertama, memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk melunasi
hutang-hutangnya.

Bahwa oleh karena upaya dan teguran dari Pihak Kedua tidak ditanggapi
oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama tidak menunjukkan itikad baik untuk
bekerjasama dengan Pihak Kedua, maka untuk segera menyelesaikan Prutang
Negara yang mecet tersebut, Pihak Kedua melimpahkan kasus Piutang Negara
yang macet tesebut kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara
(KP2LN) sesuai dengan ketentuan Keputusan menteri keuangan RI No.
300/KMK.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara.

Setelah kasus dilimpahkan kepada KP2LN, langkah selanjutnva, KP2LN
memanggil Pihak Pertama untuk verifikasi mengenai besarnya kredit yang wajib
diselesaikan. Oleh karena Pihak Pertama tidak memenuhi panggilan KP2LN,
maka KP2LN secara sepihak membuat surat Penetapan Jumlah Piutang Negara
(PJPN) dan melakukan Eksekusi pelelangan barang jaminan kredit (Sertipikat Hak
Milik No. 995, pada tanggal 11 September 2002.

Bahwa sebelum Eksekusi Lelang dilaksanakan oleh KP2LN, sesuai
dengan ketentuan Lelang dalam Keputusan menteri keuangan RI No.
300/KMK.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara, telah dilakukan
pengumuman lelang pertama melalui harian pagi Suara Merdeka, yang terbit di

Jakarta, tanggal 05 Agustus 2002 dan pengumuman lelang kedua di harian pagi
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Kompas, yang terbit secara nasional, pada tanggal 19 Agustus 2002, serta selain
itu Pihak Pertama telah diberitahukan akan adanya pelaksanaan lelang barang
Jaminan milik Pihak Pertama. Maksud daripada diumumkannya rencana Eksekusi
Lelang secara terbuka adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak
yang berkepentingan terhadap barang yang dilelang untuk mengajukan sanggahan
(Verset).

Bahwa pada saat pelaksanaan Eksekusi Lelang tanggal 11 September
2002, tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan merasa dirugikan atas barang
yang dilelang dan terbukti tidak ada satupun pihak yang mengajukan sanggahan
(Verset) yang sah menurut hukum.

Pada tanggal 11 September 2002, dilaksanakan pelelangan barang jaminan
kredit atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 995, terdaftar atas nama Abdul Jalil Bin
Achmad. Pihak Kedua hadir mengikuti pelelangan terhadap barang jaminan
tersebut, dan ternyata sebagai pemenang dari lelang tersebut adalah Pihak Kedua
(PT. BRI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Pihak Kedua sebagai
pemenang lelang tersebut berhak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.995.
seluas 286 M di daerah pasar Rebo, Jakarta Timur, Segala perikatan yang melekat
atas tanah tersebut dianggap batal demi hukum, dan hak atas tanah tersebut
diserahkan kepada Pihak Kedua. (wawancara dengan Bapak [fdil Moeras,
Manager Operasional P.T. BRI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
tanggal 25 Agustus 2003, dikantor P.T BRI (Persero) Cabang Kebayoran Baru
Jakarta Selatan).

2.1.1 Perjanjian Kredit di BRI

Perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang
Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang untuk selanjutnya disebut BRI, merupakan
suatu perjanjian yang diadakan BRI dengan pihak lain, pihak lain tersebut harus
merupakan subyek hukum vyang terdiri dari orang-perseorangan dan atau badan

hukum.
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Pada pemberian kredit oleh BRI ini. telah ditetapkan syarat-syarat yang

mengatur pembenan kredit oleh pihak bank, antara lain sebagai berikut:

(s

Bank adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kebayoran
Baru Jakarta Selatan;

Pengambil kredit atau debitur atau yang berhutang atau peminjam adalah
siapapun yang berhutang kepada bank:

Kredit atau hutang adalah semua hutang debitur kepada bank karena sebab
apapun, baik berupa bunga, bunga tambahan, denda, provisi, biava
maupun hutang bea dan lain-lain atau hutang karena Jumlah pokok;
Pinjaman adalah piutang bank dengan nama atau macam apapun baik
piutang persekot, piutang diskonto maupun rekening koran (Pasal 1
Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit BRI).

Dalam perjanjian kredit di BRI terdapat beberapa klausul yang harus

diperhatikan oleh pihak debitur sedangkan klausul tersebut telah menjadi standart
di BRI, vaitu:

.

]

Pinjaman
Pada klausul ini membahas mengenai besarnya pinjaman atau besar
maksimum  pinjaman, cara penarikan pinjaman oleh debitur, cara
pembayaran kembali oleh debitur. pembayaran sebelum jatuh tempo
(prepayment) dan mengenai besarnya bunga.

Waransi

Pada bagian ini pihak debitur menjamin keabsahan berdirinya usahanva
dan otoritas debitur dalam menandatangani kontrak kredit tersebut serta
telah menempuh segala kewajiban dalam memperoleh ijin dari pihak
terkait bilamana dibutuhkan guna penandatanganan kontrak tersebut.

Biaya

Klausul ini menyangkut biaya yang harus dibayar dan pihak mana yang
harus menyelesaikan biaya tersebut.

Kewajiban Debitur

Pada klausul ini berisi mengenai tehnis peruntukan dan penggunaan dari

pinjaman yang diberikan oleh kreditur.
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5. Wanprestasi

Pada klausul ini dijelaskan mengenai perjanjian kredit tersebut dengan

menjelaskan tindakan-tindakan dari debitur vang dapat digolongkan

sebagal wanprestasi yang berakibat kreditur dapat memutuskan perjanjian

tersebut secara sepihak.

6. Ketentuan Lainnya

Pada klausul ini dijelaskan mengenai hal-hal vang telah diatur dan dapat

dikenakan kemudian baik oleh kreditur sendiri maupun secara bersama-

sama dengan debitur (Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan

Kredit BRI).

Perjanjian kredit yang dibuat oleh BRI ini, tidak bisa terlepas dari pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH
Perdata) yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, berikut
wawancara dengan Bapak Ifdil Moeras, Manager Operasional PT, Bank Rakyvat
Indonesia (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tanggal 25 Agustus
2003 :
I Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa
kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya-
sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang
dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pthak yang lain.
Persetujuan dari para pihak dalam hal kesepakatan tersebut, harus diberikan secara
bebas. Terdapat tiga sebab yang menyebabkan kesepakatan tersebut menjadi tidak
bebas. yaitu: paksaan, kekhilafan dan penipuan. Apabila dalam suatu perjanjian
terdapat tiga sebab tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat
memohonkan pembatalan kepada hakim.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Dianggap cakap untuk membuat dan terikat dalam suatu perjanjian adalah
orang yang sudah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Dalam UU No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan. Disebutkan, bahwa orang yang sudah dewasa dan

dianggap cakap adalah, untuk wanita berusia 16 tahun, laki-laki berusia 19 tahun
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atau sudah pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya, dimana mereka dapat
melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa harus
mendapatkan izin dari orang tuanya. Usia dewasa menurut UU Perkawinan ini
belum terdapat persamaan pendapat dari para ahli yang timbul karena terdapat
ketidaksamaan antara pasal-pasal yang mengatur mengenai usia dewasa yang
terdapat pada naskah akademik (Darmabrata, 1997: 38).

BRI dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan debiturnva, tidak
mengacu pada UU Perkawinan mengenai usia dewasa, tetapi memakai ketentuan
dalam KUH Perdata Pasal 330 yang menyebutkan bahwa belum dewasa adalah
mereka yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan tidak lebih
dahulu kawin. Berarti, apabila disimpulkan, usia dewasa dalam Pasal 330 KUH
Perdata tersebut adalah 21 (dua satu) tahun atau sudah pernah melangsungkan
perkawinan sebelumnya.

Mengenai hal kecakapan terhadap badan hukum akan berlaku seperti
orang perorangan, karena suatu badan hukum tersebut mempunyai hak dan
kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum terhadap orang atau badan
hukum lain, atau dengan kata lain badan hukum tersebut dapat turut serta dalam
pergaulan hidup di masyarakat.

Badan hukum tersebut, dalam praktek sehari-harinya mempunyai organ
perlengkapan berupa pengurus yang bertindak sebagai alat belaka dari badan
hukum tersebut, yang alatnya tersebut berupa manusia, maka sudah sepantasnya
peraturan hukum yang melekat pada manusia juga berlaku bagi badan hukum
dalam hal membuat perjanjian yang diwakili oleh pengurusnya (Prodjodikoro,
1984: 62).

3. Suatu hal tertentu

Sebagai syarat yang ketiga, disebutkan bahwa dalam suatu perjanjian
harus mengenai suatu hal tertentu, artinya Perjanjian Kredit yang dibuat oleh BRI
sebagai Kreditur, dan dengan Debitur tersebut, harus mencantumkan secara jelas
jumlah pinjaman yang diberikan Kreditur kepada Debitur dan obyek jaminan
Perjanjian Kredit tersebut. Syarat ini diperlukan untuk menetapkan hak dan
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kewajiban dari masing-masing pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan
harus ditentukan jenisnya.
4. Suatu sebab vang halal

Syarat yang terakhir untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab
yang halal, yang berarti isi dari perjanjian yang akan diadakan oleh para pihak
tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan
Ketertiban Umum.

Perjanjian kredit oleh BRI sebagai pihak kreditur dengan orang atau badan
hukum sebagai pihak debitur, harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti
yang disyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, hal ini dilakukan agar
perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat.

Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh para pihak harus di buat dalam
bentuk akta, yang dalam hal ini akta tersebut sengaja dibuat untuk dijadikan alat
bukti. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat dan
dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatan gani (Subekti, 1969: 23).

Mengenai akta ini dibagi dua, vaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.
Akta otentik ini terbagi menjadi dua macam. vaitu akta yang dibuat oleh pejabat
atau disebut juga akta relaas, yaitu akta yvang memuat dan menguraikan secara
otentik suatu tindakan yang dilakukan atau keadaan yang dilihat atau disaksikan
oleh pejabat itu dalam menjalankan Jabatannya, serta akta yang dibuat dihadapan
pejabat atau disebut juga akta partij atau akta pihak yaitu akta yang isinya
mengenai segala sesuatu yang direlatir pejabat dari keterangan atau perbuatan
yang diberikan pihak-pihak yang sengaja datang menghadap kepada pejabat
dalam jabatannya guna membuat akta (Subekti, 1969: 24).

Akta Otentik dalam Perjanjian Kredit di BRI merupakan suatu perjanjian
yang dibuat oleh para pihak dengan bantuan pejabat yang berwenang, dalam hal
ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta dibawah tangan dalam
perjanjian kredit di BRI merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak
tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang, pihak tersebut adalah Kreditur, yang
dalam hal ini adalah Pimpinan Cabang BRI yang bertindak untuk dan atas nama
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BRI dengan Debitur. Perjanjian kredit yang diadakan oleh para pihak tersebut
hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai permulaan dari alat bukti, yang
berarti dapat diakui sebagai alat bukti bila didukung alat bukti yang lain.

Praktek yang terjadi di BRI, untuk Perjanjian Kredit dengan pinjaman di
atas Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) menggunakan Akta otentik, sedangkan
pinjaman di bawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan Akta Dibawah
Tangan (wawancara dengan Bapak Ifdil Moeras, Manager Operasional PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tanggal 25
Agustus 2003).

2.1.2 Hak Tanggungan sebagai Jaminan Kredit di BRI

Hak Tanggungan sebagai salah satu jenis dari hak Jaminan untuk
menjamin utang dari seorang Debitur yang memberikan hak utama kepada
Kreditur tertentu, untuk didahulukan terhadap kreditur-kreditur lain apabila
debitur cidera janji. Hak Tanggungan ini, hanyalah dimungkinkan apabila
sebelumnya telah diperjanjikan di dalam Perjanjian Utang-Piutang (Perjanjian
Kredit) yang menjadi dasar pemberian utang (kredit). Perjanjian Kredit yang
dibuat oleh Debitur (Pemberi Hak Tanggungan) dengan kreditur (Pemegang Hak
Tanggungan) tersebut, merupakan suatu perjanjian vang bersifat Accesoir atau
ikutan pada perjanjian Hak Tanggungan.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam butir 8 Penjelasan Umum Undang-
Undang Hak Tanggungan yang berbunyi:

Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau

accesoir pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu

perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan
keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin
pelunasannya.

Hak Tanggungan sebagai jaminan dalam pemberian kredit ini, merupakan
suatu pemberian jaminan yang berupa jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan ini
adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang
diberikan dengan cara pemisahan bagian harta kekayaan debitur maupun pihak

ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban debitur apabila debitur cidera janji.
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Jaminan Kebendaan ini pengikatannya harus memenuhi Syarat-syarat, yaitu
syarat Spesialis, Formalitas dan Publisitas. Hal ini dilakukan agar dapat
memenuhi kriteria sebagai jaminan yang bersifat kebendaan,

Spesialis terhadap jaminan tersebut adalah kewajiban untuk menyebutkan
obveknya secara khusus dan jelas; formalitas dalam hal ini berarti pengikatannya
harus memenuhi formalitas tertentu, yang dalam hal ini harus dibuat dihadapan
Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT); sedangkan syarat Publisitas adalah syarat
bahwa Hak Tanggungan tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran
Tanah (Sjahdeini, 1999: 42-44),

Pengikatan hak tanggungan di BRI sebagai salah satu Badan Usaha Milik
Negara mengikuti ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No. 4 Tahun
1996 tentang Hak tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah (selanjutnya di sebut UUHT). Berikut wawancara mengenai proses
pembebanan Hak Tanggungan dengan Bapak Ifdil Moeras. Manager Operasional
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
tanggal 25 Agustus 2003:

I. Tahap pemberian Hak Tanggungan vang dilakukan dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT).

2. Tahap pendaftaran yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan
setempat.

GGambaran mengenai proses pada tahapan pemberian dan pendaftaran Hak
Tanggungan di BRI yang harus dilaksanakan oleh pemberi dan penerima hak
tanggungan. Hal tersebut berisi:

1. Tahap Pemberian Hak Tanggungan
a. Dalam pemberian Hak Tanggungan ini, terdapat syarat-syarat yang harus
dipenuhi bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut wajib diperjanjikan
oleh Pemberi dan Penerima Hak Tanggungan tersebut, guna menjamin
suatu pinjaman tertentu dari para pihak tersebut.
b. Pemberi Hak Tanggungan wajib menyiapkan segala surat-surat yang

dibutuhkan dalam pemberian Hak Tanggungan ini dan menyerahkan
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seluruh  dokumen tersebut kepada pihak BRI sebagai Penerima
(Pemegang) Hak Tanggungan tersebut.
Selanjutnya BRI akan melanjutkan pengecekan ke lokasi dimana obyek
Hak Tanggungan tersebut berada, untuk mengetahui keadaan benda atau
tanah yang akan dijadikan jaminan tersebut.
Setelah pengecekan tersebut, kemudian dibuat suatu analisa mengenai
Jaminan yang akan dibebani dengan Hak Tanggungan tersebut, apakah
sudah memenuhi standart dengan jumlah kredit yang akan diberikan oleh
BRI selaku kreditur, apabila telah terpenuhi, maka petugas dari BRI akan
menyerahkan proses pengurusannya kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT).
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang tersebut, akan meminta
kepada BRI untuk menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan dan telah
diserahkan oleh pemberi Hak Tanggungan tersebut kepada pihak bank.
Proses selanjutnya dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan
(selanjutnya disebut APHT) tersebut, PPAT akan menjadwalkan
pertemuan antara para pihak vaitu pihak Debitur selaku Pemberi Hak
Tanggungan dan pihak Kreditur selaku Pemegang Hak Tanggungan.
Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan ini pada dasarnya harus hadir
dihadapan PPAT yang akan akan membuat APHT. Dalam hal salah satu
pihak tersebut tidak hadir, maka diperkenankan untuk menggunakan surat
kuasa khusus untuk perbuatan hukum tersebut yang dikenal dengan Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (selanjutnya disebut SKMHT).
Mengenai SKMHT tersebut termuat dalam 15 ayat (1) UUHT yang
menyebutkan:
* SKMHT tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain
daripada membebankan Hak Tanggungan;
¢ Tidak memuat kuasa subtitusi
* Obyek Hak Tanggungan dicantumkan secara jelas, nama identitas para

pihak serta jumlah utang yang akan dijamin dengan Hak Tanggungan.
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Praktek yang terjadi di BRI, seringkali pemberi Hak Tanggungan akan
memberikan kuasa kepada kreditur dengan SKMHT untuk melakukan
pembebanan dari Hak Tanggungan tersebut yang akan diikuti dengan
pembuatan APHT.
f. PPAT selanjutnya membacakan isi dari APHT tersebut kepada para pihak
vang hadir dihadapannya tersebut dengan dihadiri oleh saksi-saksi dan
dalam bahasa yang harus dimengerti oleh semua pihak.
g. Selanjutnya para pihak dan saksi-saksi serta pihak PPAT menandatangani
bersama APHT.
2. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan

Pada tahap ini pendaftaran Hak Tanggungan tersebut dilakukan di Kantor
Pertanahan yang berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja
setelah penandatanganan APHT tersebut dan proses pendaftarannya dibebankan
kepada PPAT yang membuat APHT. Sebagai tanda bukti adanya Hak
Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan. Dalam
Pasal 14 Ayat (1) UUHT disebutkan bahwa, Sertifikat hak atas tanah yang telah
dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan dikembalikan kepada pemegang
hak atas tanah yang bersangkutan.

Hak Tanggungan vang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah
tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang men gikat terhadap para pihak.
Hak Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada

tanggal terbitnya Buku Tanah Hak Tanggungan.

2.2 DASAR HUKUM
Di dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam skripsi ini,
dipergunakan dasar hukum sebagai berikut:
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
a. Pasal 1131
Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.
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b. Pasal 1132

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang
yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang
masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang tersebut ada
alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

c. Pasal 1238

Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan
sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri
Jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan
lewat waktu vang ditentukan.

d. Pasal 1313
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
e. Pasal 1320
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri:
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan:
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
d. Pasal 1338
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-
Undang bagi mereka yang membuatnya.
e. Pasal 1754

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-
barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak
yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari
macam dan keadaan yang sama pula.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
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a. Pasal 1 angka 2

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup orang banyak.

b. Pasal I angka 11

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah
Jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

c. Pasal 1 angka 23
Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur
kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah.

d. Pasal 2
Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

e. Pasal 3
Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan
penyalur dana masvarakat.

f. Pasal 8 ayat (1)

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis
yang mendalam serta itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan
Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengemballikan
pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

g. Pasal 41 A ayat (1)

Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada
BUPN/PUPN, Pimpinan Bank Indonesia memberikan ijin kepada
pejabat BUPN/PUPN untuk memperoleh keterangan dari bank
mengenai simpanan Nasabah Debitur.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
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4. Undang-Undang NO. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara.

- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 445/KMK_01/2001 tentang organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang
Negara dan Kantor Pelayan Piutang dan Lelang Negara.

6. Keputusan Menteri  Keuangan RI  No. 300/KMK.01/2002 tentang
Pengurusan Piutang Negara.

7. Surat Keputusan Direktur BI No. 31/147/KEP/DIR tahun 1998 tentang
Kualitas Aktiva Produktif.

2.3 LANDASAN TEORI
2.3.1 Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang
lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal
(Subekt, 1998:1).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan
dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak
lain. Pihak lain sebagai peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah Jangka
waktu tertentu dengan jumlah bunga vang telah ditetapkan dalam perjanjian
(Sjahdeini, 1994:30).

Perjanjian Kredit merupakan “Perjanjian” antara kreditur dengan debitur
sebagai para pihaknya pada perjanjian tersebut dimana terdapat prestasi dari suatu
pihak dan kontraprestasi dari pihak lainnya (Suyatno, 1986:12),

Prestasi yang diberikan oleh pihak kreditur dalam Perjanjian Kredit
tersebut, berupa peminjaman uang kepada debitur yang akan memberikan
kontraprestasi berupa pembayaran pinjaman tersebut secara berkala, dalam suatu
jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bunga kepada pihak kreditur.

Kontraprestasi yang akan diterima dalam jangka waktu tertentu tersebut,
menunjukkan bahwa kredit tersebut merupakan penundaan pembayaran dari

prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang atau jasa. Hal
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ini menandakan bahwa faktor waktu merupakan faktor utama yang memisahkan

antara prestasi dan kontraprestasi dari para pihak dalam perjanjian kredit tersebut.

2.3.1.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan
XVII Buku I1I KUH Perdata tidak terdapat ketentuan tentang Perjanjian Kredit
Bank. Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan (untuk
selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), hanya disebutkan pengertian
Kredit pada pasal I angka 11. Jika hanya mendasarkan pada bunyi ketentuan pasal
I angka 11 Undang-undang Perbankan, sulit untuk menafsirkan pengertian
Perjanjian Kredit. Istilah Perjanjian Kredit ditemukan dalam Instruksi Pemerintah
vang ditujukan kepada masyarakat bank. “Dunstruksikan bahwa dalam
memberikan kredit bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan “Akad
Perjanjian Kredit”. Instruksi demikian dimuat dalam Instruksi Presidium Kabinet
Nomor 15/EKA/10/1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor
2/539/UPK/Pemb/1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor
2/643/UPK/Pemb/1966 tentang Pedoman Kebijaksanaan di Bidang Perkreditan.

Menurut Abdul Hay (1979:147), ketentuan pasal 1754 KUH Perdata
tentang Perjanjian Pinjam-meminjam mempunyai pengertian yang identik dengan
Perjanjian Kredit Bank. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa -

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak vyang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
vang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan
keadaan yang sama pula.

Berbeda halnya dengan Badrulzaman (1983: 28); beliau berpendapat
bahwa  Perjanjian  Kredit Bank adalah “Perjanjian  Pendahuluan”
(Voorovereenkomst) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan
hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-
hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat Konsensuil (pacta de
contrahendo) Obligatoir, yang dikuasai oleh UUP 1967 dan Bagian Umum KUH

Perdata. “Penyerahan uangnya” sendiri, adalah bersifat rii/. Pada saat penyerahan
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Perdata. “Penyerahan uangnya™ sendiri, adalah bersifat rii/. Pada saat penyerahan
uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model
Perjanjian kredit pada kedua belah pihak.

Jelaslah kiranya, untuk mengetahui sifat Perjanjian Bank tidak cukup
hanya melihat KUH Perdata dan Undang-undang Perbankan saja, tetapi juga harus
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dipakai dalam praktek
perbankan. Perjanjian Kredit yang dibuat dan digunakan oleh bank tersebut,
merupakan suatu bentuk perjanjian khusus dan lahir dalam praktek perbankan dan
keberadaannya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian
Perjanjian kredit tersebut masuk dalam kategori kelompok Perjanjian Tidak

Bernama (onbenoemde overenskonst) (Badrulzaman dkk. 2000 67).

2.3.1.2 Unsur Jaminan dalam Perjanjian Kredit

Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan
atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu
perikatan. Jaminan ini diberikan untuk kepentingan kreditur guna menjamin
dananya melalui suatu perikatan khusus vang bersifat accesoir dari perjanjian
pokok (perjanjian kredit) oleh debitur dengan kreditur (Badrulzaman, 2000:11).

Hukum jaminan di Indonesia diatur pertama kali dalam KUH Perdata.
Pengaturan umum tentang lembaga jaminan ini ada dalam ketentuan Pasal 1131
KUH Perdata, ditentukan bahwa segala kebendaan pihak yang berutang baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan
ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 1132 KUH Perdata, bahwa
kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang
mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut
keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali

apabila diantara para berpiutang tersebut ada alasan-alasan yang sah untuk
didahulukan.
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Menurut Pasal 1132 KUH Perdata, lembaga jaminan terbagi atas dua sifat

berdasarkan transaksi pemberian jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur,

yaitu:

i,

Jaminan yang bersifat konkruen, adalah jaminan yang diberikan oleh debitur
kepada kreditur dimana sifat jaminan tersebut tidak mempunyai hak saling
mendahului dalam pelunasan utang antara kreditur yang satu dengan kreditur
yang lain

Jaminan yang bersifat preferen, adalah jaminan yang diberikan oleh debitur
kepada satu kreditur, di mana kreditur tersebut diberikan hak untuk
didahulukan dalam pelunasan utang terhadap kreditur lainnya.

Keberadaan lembaga jaminan ini dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang

Perbankan juga dinyatakan secara tersirat dalam rumusan pasal 8 ayat (1) yaitu

bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,

Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis vang mendalam

atas 1tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi

hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

I;

Menurut Suyatno (1995:88), kegunaan jaminan adalah untuk:
Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan
dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut apabila nasabah debitur
melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu
yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
Menjamin agar nasabah berperan serta didalam transaksi untuk membiayai
usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya
dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau
sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil
terjadinya.
Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian
kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat
yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan
kepada bank.
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Berdasarkan kenyataan bahwa pada prinsipnya setiap pemberian kredit
harus dengan jaminan, maka jaminan kredit tersebut terbagi 2 (dua) menurut
jenisnya, antara lain:

I. Jaminan Perorangan (Borgtocht’ Personal Guarantee) adalah Jjaminan berupa
pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga guna menjamin
pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur, apabila debitur
vang bersangkutan cidera janji. Jaminan ini pada dasarnya adalah
penanggungan utang yang diatur dalam pasal 1820-1850 KUH perdata.

2. Jaminan Kebendaan (Zakelijke Zekerheid security Right in rem) adalah
Jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang
diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan debitur maupun
pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur apabila
yang bersangkutan cidera janji.

Jaminan Kebendaan ini menurut sifatnya dibagi menjadi:

a Jaminan dengan benda berwujud, berupa benda bergerak dan benda tidak
bergerak.

b. Jaminan dengan benda tidak berwujud, yang dapat berupa ((essie) hak

tagih ( Badrulzaman, 2000: 14).

Menurut Badrulzaman (2000:13), perbedaan antara Jaminan Perorangan
dengan Jaminan Kebendaan adalah:

I. Dalam jaminan perorangan terdapat pihak ketiga yang menyanggupi untuk
memenuhi perikatan debitur bila debitur tersebut cidera janji.

2. Dalam jaminan kebendaan, hanya kekayaan debitur sajalah yang dapat
dijadikan jaminan bagi pelunasan kredit apabila debitur cidera janji.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/428/UUPK/PK tanggal 16 Maret 1972
menyebutkan bahwa pengikatan jaminan untuk benda-benda bergerak digunakan
lembaga jaminan Fidusia dan atau Gadai, sedangkan untuk benda-benda tidak
bergerak digunakan lembaga jaminan Hipotik dan atau Credietverband. Ketentuan
ini kemudian berubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/6/UKU
tanggal 28 Februari 1991 yang menetapkan bahwa pengikatan jaminan dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan vang berlaku.
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Setelah keluarnya UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka di Indonesia

dikenal sejumlah bentuk hak jaminan, vaitu:

I. Hak tanggungan, diatur dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

2. Hipotik, diatur dalam pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, UU
No. 2 tahun 1992 tentang Pelayaran beserta PP No. 23 tahun 1985 tentang
Hipotik Kapal, dan dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 15 tahun 1992 tentang
Penerbangan bagi hipotik pesawat.

3. Gadai (Pand), diatur dalam Pasal 1150-1160 KUH Perdata.

4. Fidusia, diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .

5. Jaminan Pribadi (Borgtocht Personal Guarantee), diatur dalam pasal 1820-
1850 KUH Perdata (Badrulzaman, 2000: 13).

2.3.1.3 Akibat-akibat terjadinya Ingkar Janji  (Wanprestasi) dalam
Perjanjian Kredit
Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan
debitur melakukan wanprestasi (cidera Janji). Menurut Subekti (2001:45),
wanprestasi dari seorang debitur dapat berupa:
I Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat:
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Terhadap cidera janji tersebut, debitur menanggung akibat-akibat yang
tidak menguntungkan, antara lain:
1. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur:
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan risiko;
4. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di pengadilan.
Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kreditur yang
diakibatkan oleh kelalaian debitur. Menurut Subekti (2001:47), unsur rugi
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biasanya dikaitkan dengan bunga. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan
keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Mengenai
penuntutan ganti rugi, oleh Undang-Undang diberikan ketentuan tentang apa yang
dimaksudkan dalam ganti rugi. Pasal 1247 KUH Perdata menyebutkan bahwa:
Siberutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah
atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal
tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena suatu tipu daya yang
dilakukan olehnya. Ketentuan tersebut diatas berfungsi sebagai pembatas dari apa
vang boleh dituntut sebagai ganti rugi.

Pembatalan Perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali
pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima
sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka barang tersebut
harus dikembalikan. Masalah pembatalan perjanjian karena wanprestasi pihak
debitur dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1266, vang menyebutkan bahwa
syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian vang
timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Peralihan risiko sebagai sanksi yang ketiga atas cidera janji seorang
debitur disebutkan dalam pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata. Peralihan risiko
adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar salah
satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.

Pembayaran ongkos perkara sebagai sanksi keempat adalah tersimpul
dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan
membayar biaya perkara (pasal 181 ayat (1) HIR).

Kreditur yang merasa dirugikan oleh debitur karena melakukan
wanprestasi, dapat melakukan tuntutan, antara lain: pemenuhan perjanjian,
pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian,
pembatalan disertai ganti rugi (Subekti, 2001: 47-49).

Wanprestasi (cidera janji) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting,
oleh karena itu harus ditetapkan lebih dahulu apakah debitur melakukan
wanprestasi atau lalai, dan kalau hal tersebut disangkal olehnya, maka harus
dibuktikan dimuka hakim.
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2.3.2 Tinjauan Umum Hak Tanggungan

Hak Tanggungan sebagai suatu hak jaminan telah berhasil diwujudkan
dalam suatu undang-undang tersendiri, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57
Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
yang ditindak lanjuti dengan diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah (UUHT) yang berlaku efektif mulai tanggal 9 April 1996.

Hak Tanggungan ini sekarang merupakan salah satu hak jaminan yang
paling diminati oleh kreditur dalam pemberian kredit, hal tersebut terjadi karena
dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan yang diberikan oleh debitur kepada
kreditur, secara teori akan memberikan suatu keyakinan kepada kreditur bahwa
piutangnya tersebut akan terbayar dengan jalan melakukan penjualan terhadap

barang yang dijaminkan tersebut jika debitur wanprestasi.
£ yang di ]

2.3.2.1 Pengertian Hak Tanggungan

Pengertian Hak Tanggungan menurut Pasal 1 Angka (1) UUHT, Hak
Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar
Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang
merupakan satu kesatuan dngan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu, terhadap
kreditur-kreditur yang lain. Maksud dari kedudukan yang diutamakan tersebut
tertuang dalam angka 4 Penjelasan Umum UUHT, yang berbunyi:

Bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan

berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan

menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan,

dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan

yang diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi prefensi

piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku.

Dari Penjelasan Umum yang telah dikutip diatas, dapatlah diketahui
bahwa hak kreditur, yang menjadi pemegang Hak Tanggungan tersebut, sekalipun
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diutamakan terhadap hak-hak kreditur lain, tetapi tetap saja harus mengalah
terhadap piutang-piutang negara. Dengan kata lain, hak negara lebih utama dari

kreditur pemegang Hak tanggungan (Sjahdeini, 1996:17).

2.3.2.2 Obyek Hak Tanggungan

Hak atas tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai
dengan Pasal 4 ayat 1 UUHT adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna
Bangunan.

Hak Tanggungan atas tanah ini mempunyai keunikan dalam
pelaksanaannya, karena hak tersebut meliputi bangunan, tanaman dan hasil karya
selama hal tersebut menjadi satu kesatuan dengan tanah. Bangunan, tanaman dan
hasil karya tersebut dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, jika hal tersebut
merupakan milik dan pemegang hak atas tanah ataupun juga merupakan
bangunan, tanaman atau hasil karya dari orang lain. Hal ini sesuai dengan azas
pemisahan horizontal yang pada hakekatnya benda-benda yang merupakan satu
kesatuan dengan tanah tersebut menurut hukum bukan merupakan bagian dari
tanah yang bersangkutan (Kansil, 1997: 11).

Khusus pada keadaan demikian tersebut, maka pemberian Hak
Tanggungan 1 harus dilakukan bersama-sama dengan pemberian Hak

Tanggungan dari pemilik benda-benda vang berada diatas tanah tersebut.

Selain hal tersebut diatas, Hak Tanggungan ini juga meliputi hak pakai
yang diberikan atas tanah negara, karena dalam perkembangannya hak pakai
tersebut, harus didaftarkan untuk memenuhi syarat Publisitas sebagaimana yang
disyaratkan dalam Undang-Undang mengenai Hak Tanggungan tersebut yang
dengan demikian, bisa dijadikan sebagai jaminan oleh penerima hak pakai

tersebut.

2.3.2.3 Sifat dan ciri-ciri Hak Tanggungan
Hak Tanggungan mempunyai sifat yang tidak dapat dibagi-bagi. Hak
Tanggungan tersebut akan membebani secara utuh obyeknya dan dalam hal telah

dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, tidak berarti terbebasnya sebagian
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obyek Hak Tanggungan dari beban Hak Tanggungan, dengan demikian Hak
Tanggungan tersebut akan membebani seluruh obyek Hak Tanggungan, terhadap
sisa utangnya yang belum dibayar.

Mengenai sifat yang tidak dapat dibagi-bagi ini, terdapat pengecualian
apabila pada Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) diperjanjikan lain. Berarti
dalam hal ini, Hak Tanggungan tersebut dibebankan pada beberapa hak atas tanah
vang pada Akta Pembebanan Hak Tanggungan tersebut terdapat janji, bahwa
pelunasan utang vang dijamin, dapat dilakukan dengan cara angsuran vang
besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan
bagian dart obyek Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dari pembebanan Hak
Tanggungan, maka Hak Tanggungan tersebut akan membebani sisa obyek Hak
Tanggungan guna menjamin sisa utang yang belum dilunasi.

Hak Tanggungan bersifat Accesoir, adanya pemberian jaminan berupa Hak
Tanggungan im merupakan suatu perjanjian vang tidak berdiri sendiri, melainkan
merupakan suatu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya (perjanjian
induk) yang biasanya berupa suatu perjanjian yang menimbulkan suatu hubungan
utang-piutang (perjanjian kredit). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam butir 8
Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang berbunyi:

Oleh karena hak tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau

Accesoir pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu

perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan

keberadaannnya  ditentukan oleh adanva piutang yang dijamin
pelunasannya.

Dengan demikian, eksistensi dari Hak Tanggungan tersebut sebagai suatu
Jaminan sangat tergantung dari keberadaan dan berakhirnya perjanjian pokoknya.
Hak tanggungan sebagai suatu lembaga jaminan atas tanah mempunyai ciri-ciri,
antara lain:

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditur Pemegang

Hak Tanggungan (Droit de Preference).

2. Mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek hak tanggungan

tersebut berada (Droit de suite).
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3. Memenuhi Asas Spesialitas dan Publisitas dimana asas spesialitas dari
Hak Tanggungan ini termuat di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan
(APHT), vang didalamnya harus menvebutkan antara lain:

a. ldentitas para pihak;

b. Domisili para pihak;

o

Jumlah utang yang dijamin;

d. Nilai Tanggungan.

e. Benda yang menjadi obyek hak tanggungan.

Pemenuhan dari asas publisitas Hak Tanggungan ini dilakukan dengan
adanya kewajiban untuk mendaftarkan Hak Tanggungan tersebut kepada
kantor pertanahan setempat sehingga Hak Tanggungan tersebut akan
mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap pihak ketiga.

4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, antara lain:

a. Pemegang Hak Tanggungan tersebut bisa menjual obyek yang
dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut atas kekuasaannya
sendiri sesuai dengan Pasal 6 UUHT.

b. Obyek Hak Tanggungan tersebut bisa dijual di bawah tangan
sesuai dengan Pasal 20 Avat (2) UUHT.

¢. Pengunaan lembaga Parate Eksekusi vang diatur dalam pasal 224

HIR dan 259 RBG (Sjahdeini, 1999: 15).

2.3.2.4 Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan

Para pihak dalam Hak Tanggungan adalah Pemberi Hak Tanggungan dan
Pemegang Hak Tanggungan. Pasal 8 ayat (1) UUHT memberikan pengertian
bahwa Pemberi Hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum
yang mempunyai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum terhadap
obyek Hak Tanggungan, yang dalam bahasa sehari-harinya disebut Debitur.

Pemberi Hak Tanggungan tersebut adalah pemilik tanah yang dibebani
dengan Hak Tanggungan sampai sejumlah uang tertentu, sesuai dengan

kesepakatannya dalam menjamin suatu perikatan utang (Satrio, 1997: 245).
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Pembebanan Hak Tanggungan hak atas tanah harus dilakukan oleh pihak
yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek
Hak Tanggungan yang dibebankan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan
dilakukan, karena Hak Tanggungan tersebut baru lahir pada saat didaftarkan,
schingga kewenangan tersebut harus ada pada pemberi Hak Tanggungan terhadap
obyek Hak Tanggungan, pada saat didaftarkannya hak tanggungan tersebut.

Pengertian Pemegang Hak Tanggungan menurut Pasal 9 UUHT adalah
orang perseorangan atau badan hukum vang berkedudukan sebagai pihak yang
berpiutang (kreditur). Dengan demikian, yang dapat menjadi pemegang Hak
Tanggungan adalah siapapun juga yang berwenang melakukan perbuatan perdata

untuk memberikan utang, yang pada umumnya berupa lembaga keuangan.

2.3.2.5 Titel Eksekutorial Hak Tanggungan

Menurut Pasal 6 UUHT, apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak
Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pasal 6 UUHT memberikan hak bagi
Pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan Parate Eksekusi, artinya pemegang
Hak Tanggungan tidak perlu bukan saja memeperoleh persetujuan dari pemberi
Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan
setempat, apabila akan melakukan eksekusi atas Hak tanggungan yang menjadi
Jaminan utang Debitur dalam hal debitur cidera janji. Pemegang Hak tanggungan
dapat langsung datang dan meminta kepada Kepala Kantor Lelang untuk
melakukan pelelangan atas objek Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Sertifikat Hak Tanggungan, yang merupakan tanda bukti adanya hak
tanggungan ini diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dan didalamnya memuat irah-
irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai
kekuatan Eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte
Hypotheek, sepanjang mengenai hak atas tanah. Dengan demikian, untuk

melakukan eksekusi terhadap Hak tanggungan yang telah dibebankan atas tanah
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dapat dilakukan tanpa harus melalui proses gugat-menggugat (proses litigasi)
apabila debitur cidera janji.

Dari apa yang diuraikan diatas, jelaslah bahwa UUHT memberikan
ketentuan-ketentuan bagi kemudahan dan kepastian atas pelaksanaan eksekusi

Hak Tanggungan.
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I1I. PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor yang menjadi penyebab macetnya suatu kredit
Menurut Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal
12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, kolektibilitas adalah
kemampuan nasabah debitur sehubungan dengan kewajiban keuangannya kepada
bank dalam arti pembayaran utang pokok dan bunga. Dalam Kolektibilitas,
nasabah debitur dikategorikan menjadi hima, vaitu:
1. Kredit Lancar (pass), apabila memenuhi kriteria:
a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu dan memiliki
mutasi rekening yang aktif’
b. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Kredit dalam perhatian Khusus (special mention), apabila mempunyail
kriteria:
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum
melampaui 90 hari;
b. Terkadang terdapat cerukan. Cerukan adalah pelampauan kredit di

atas pagu vang ditetapkan berdasarkan akad kredit:

o

Mutasi rekening relatif aktif’

E

Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;

e.  Didukung oleh pinjaman baru.

(IS

Kredit kurang lancar, apabila memenuhi kriteria:

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah
melampaui 90 hari;

b. Sering terjadi cerukan;

¢. Frekwensi mutasi rekening relatif rendah;

d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90
hari;

e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
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4. Kredit diragukan (doubiful) apabila memenuhi kriteria:
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah
melampaui 180 hart;
b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen:
¢. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;

d. Terjadi kapitalisasi bunga.

L

Kredit macet (/oss), apabila memenuhi kriteria:
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah
melampaui 270 hart;
b. Kerugian operasional ditutup dengan jaminan baru;
¢ Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan
pada nilai wajar (SK Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR
tahun 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif).
Pada kriteria kelima diatas, suatu kredit dikategorikan sebagai kredit
macet. Menurut Supramono (1996:131), kredit macet adalah suatu keadaan
scorang nasabah debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada
waktunya. Keadaan demikian, dalam KUH Perdata pasal 1238 disebut
wanprestasi, ingkar janji atau lalai. Sebagaimana telah diketahui, bahwa kredit
merupakan perjanjian pinjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar
lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis, dapat dikategorikan sebagai
tindakan wanprestast.
Macam-macam wanprestasi yang dikenal selama ini, yaitu:
I Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan:

2. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan;

LS

Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan (Subekti,
2001:45).

Bank sebagai kreditur dalam melakukan pemberian kredit seyogyanya
harus mengacu pada Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR
tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, karena kredit baik

dalam jumlah besar maupun jumlah kecil, tentunya menanggung segala risiko.
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Jika hal tersebut dijadikan landasan oleh kreditur dalam pemberian kredit.

tentunya risiko dari tidak terbayarnya kredit dapat diperkecil.

Beberapa hal yang menjadi persoalan dalam perjanjian kredit perbankan

adalah pihak debitur atau nasabah bank tidak dapat mengembalikan uang

pinjaman pokok beserta bunganya.

Menurut Sjahdeini (1994:3-9), faktor-faktor yang menyebabkan kredit

macet adalah sebagai berikut:

A. Faktor Intern Bank

l.

Kemampuan dan naluri bisnis analis kredit belum memadai, yang

meliputi:

I~

a. Aspek teknologis atau aspek financial dari proyek yang akan dibiayai
terlalu komplek atau rumit dibandingkan dengan kemampuan analis
kredit dalam menganalisis permohonan kredit tersebut. Hal ini
disebabkan karena:

* Pengalaman analis kredit yang bersangkutan belum cukup.
* Analis kredit belum memperoleh pelatihan yang memadai.

b. Kurangnya pemahaman terhadap bisnis dan sektor usaha serta
pemasaran (marketing) dari produk atau jasa vang dimintakan kredit.

Analisis kredit tidak memiliki integritas vang baik. Hal tersebut dapat

membuat analisis kredit mudah melakukan praktek kolusi dengan

nasabah.

Para anggota komite kredit tidak mandiri. Misalnya mereka melakukan

atau mengikuti saja arah yang diletakkan oleh pemimpinnya.

Pemutus kredit takluk terhadap tekanan yang datang dari pihak ekstern,

sehingga kredit yang seyogyanya tidak diberikan karena usaha atau

proyeknya tidak memenuhi kriteria feasible (kelayakan), namun pada
kenyataannya kredit tersebut diputuskan untuk diberikan.

Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai. Bank tidak

dapat mendeteksi sendiri kemungkinan terjadinya penyimpangan-

penyimpangan dalam penggunaan kredit. Hal tersebut dapat terjadi,
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9.

misalnya oleh karena jumlah pengelola nasabah terlalu sedikit
dibandingkan dengan jumlah nasabah.

Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya
dibandingkan dengan kebutuhannya yang sesungguhnya.

Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan
kredit yang baik.

Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik. Perencanaan ini
termasuk pengetahuan bank mengenai sektor-sektor ekonomi dan
komoditi yang tidak seyogyanya dibiayai oleh bank, karena telah jenuh
atau sedang mengalami penurunan.

Pejabat bank, baik yang sedang melakukan analisis kredit maupun yang
terlibat dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan terhadap usaha

atau proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah bank.

. Bank tidak mempunyai informasi vang cukup mengenai watak calon

nasabah debitur. Permintaan informasi bank kepada bank lain mengenai
suatu calon debitur, seringkali tidak kunjung dijawab oleh pihak bank
yang dimintai informasi tersebut, dan atas ketiadaan informasi tersebut

bank memutuskan pemberian kredit yang diminta oleh calon nasabah.

Faktor Intern Nasabah

I

Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan

perolehan kreditnya, antara lain:

4. Kredit modal kerja digunakan untuk investasi dalam rangka ekspansi
usaha atau proyek yang bersangkutan:

b. Kredit modal kerja yang diberikan oleh bank untuk suatu usaha
tertentu digunakan oleh nasabah untuk modal kerja nasabah lain;

¢. Kredit dipergunakan untuk keperluan konsumtif,

Perpecahan antara para pemilik atau pemegang saham perusahaan.

Key Person (orang penting) dari perusahaan sakit atau meninggal dunia,

yang tidak segera digantikan oleh penerus perusahaan.

Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan

perusahaan.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

5

Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari overhead cost (biaya yang
tinggl), sebagai akibat dari banyaknya pemborosan perusahaan, kualitas
SDM yang rendah, para anggota manajemennya tidak mempunyai visi dan
tidak mempunyai pengalaman yang cukup atau pengetahuan yang

memadai di bidang usahanya.

(. Faktor Ekstern Bank dan Nasabah

It

b

]

Faktor diluar bank dan nasabah yang timbulnya tidak disengaja dan
diharapkan oleh pihak bank dan nasabah (FForce Majeur), seperti terjadi
kebakaran, bencana alam, adanya perubahan kebijakan pemerintah dan
adanya perubahan tehnologi dan industri yang ditekuni nasabah.
Feasibility study (studi kelayakan) yang dibuat oleh konsultan yang
menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah
dibuat tidak benar.

Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar
bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit telah dibuat tidak benar.
Kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit
diberikan telah berubah. Misalnya terjadi kejenuhan di sektor ekonomi
tertentu yang menyebabkan usaha nasabah terpukul, terjadi tight money
policy (kebijakan uang ketat) sehingga berakibat naiknya tingkat suku
bunga kredit sedemikian rupa di luar kemampuan nasabah debitur untuk
memikulnya, yang lebih lanjut mengakibatkan kredit macet.

Dari faktor-faktor yang menjadi penyebab kredit macet diatas, apabila

dikaitkan dengan kasus BRI dengan nasabah debitur (Abdul Jalil Bin Achmad)

pada Bab 2 (fakta) diatas, secara umum memiliki tingkat kesamaan dalam faktor

penyebab kredit macet, dimana pada kasus tersebut, letak kesalahan atau

penyebab kredit macet terletak pada Faktor Intern Nasabah, kredit yang diberikan

BRI kepada nasabah debitur dipergunakan untuk kepentingan konsumtif nasabah

debitur, sehingga tidak ada peningkatan produksi usaha, dan pada akhirnya

nasabah debitur tidak bisa melunasi kreditnya.
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Terjadinya kredit macet antara BRI dengan nasabah debitur tersebut,

merupakan suatu perhubungan sebab-akibat yang menyebabkan pihak BRI dan

nasabah debitur menanggung segala akibatnya. Akibat-akibat tersebut adalah:

i

(o)

Bagi Nasabah debitur

Nasabah debitur harus menanggung segala beban kewajiban yang cukup
berat terhadap bank yaitu bunga, karena bunga tetap dihitung terus selama
kredit belum terlunasi (utang pokok ditambah dengan bunga), sehingga
jumlah kewajiban nasabah debitur semakin lama semakin bertambah
besar. Mengingat kewajiban nasabah debitur menjadi cukup berat,
sehingga kemungkinan besar jaminan yang telah ditkat tidak cukup untuk
melunasinya, maka harta kekayaan nasabah yang lain masih dapat disita
untuk kepentingan bank. Hal i1 seperti yang disebutkan dalam Pasal 1131
KUH Perdata, yaitu segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak
maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan
ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.
Bagi BRI

Kredit macet bagi BRI juga merupakan hal yang serius, karena dana BRI
yang disalurkan dalam bentuk kredit itu berasal dari masyarakat dan kredit
macet tersebut dapat mengakibatkan BRI kekurangan dana, sechingga
mempengaruhi kegiatan usahanya. Bank yang terganggu kesehatannya
akan sulit melayani permintaan nasabah, seperti permohonan kredit,
penarikan tabungan dan deposito. Keadaan yang demikian, mempengaruhi
pula kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang, sehingga bisa
terjadi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah (Rush), yang

menyebabkan kestabilan kegiatan usaha bank terganggu.
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3.2 Upaya-upava yang dilakukan pihak BRI untuk meminimalisir
adanya Kredit macet.

Pihak BRI dalam mengucurkan dana kreditnya kepada nasabah, tentu
ingin agar dananya yang dipinjamkan bisa kembali. BRI sebagai bank yang
menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, berfungsi
sebagal penghimpun dan penyalur dana masyarakat, tidak ingin permasalahan
kredit macet mengakibatkan pihak BRI kekurangan dana, sehingga mempengaruhi
kegiatan usahanya.

Praktek yang terjadi di BRI, nasabah debitur yang sudah dikategorikan
diragukan dan macet perlu perhatian yang intensif, yang kelanjutannya dapat
diserahkan pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). KP2LN
menurut - Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 300/KMK.01/2002 adalah
pelaksana tugas Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang
melayani pengurusan piutang dan lelang negara dan bertanggung jawab kepada
Kepala Kantor Wilayah DJPLN.

Pada dasarnya, suatu jaminan kredit akan diserahkan ke KP2LN, apabila
sudah udak ada lagi harapan bahwa nasabah debitur akan melaksanakan
kewajibannya dari hasil operasi perusahaannya. Jadi, tindakan penyerahan
penyelesaian kredit bermasalah tersebut ke KP2LN. merupakan jalan keluar
terakhir untuk menyelamatkan kredit bank

Sebelum  penyerahan penyelesaian ke KP2LN, pihak BRI harus
mengadakan tindakan penyelamatan terhadap kredit bermasalah tersebut. Apabila
menurut penilaian BRI kegiatan usaha nasabah bank masih dapat dipertahankan
atau dapat ditingkatkan, maka pihak BRI akan melakukan tindakan penyelamatan.
Hal ini semata-mata dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet.

BRI dalam prakteknya untuk meminimalisir terjadinya kredit macet adalah
bergantung terhadap tingkat kesulitan yang dihadapi oleh nasabah debitur.
Berikut wawancara dengan Bapak [fdil Moeras, Manager Operasional P.T. BRI
(Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tanggal 27 Agustus 2003,
dikantor P.T BRI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengenai
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kredit macet adalah:

L

[

Penjadwalan kembali (Reschedulling)

BRI dalam hal ini memberikan kebijaksanaan yang berkaitan dengan

Jangka waktu kredit, sehingga keringanan yang dapat diberikan oleh BRI

adalah:

a. Memperpanjang jangka waktu kredit;

b. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran
ditetapkan setiap 3 bulan, maka selanjutnya menjadi 6 bulan:

¢. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan
perpanjangan jangka waktu kredit.

Persyaratan kembali (Reconditioning)

Dalam hal i pihak BRI akan memberikan bantuan berupa keringanan

atau perubahan persyaratan kredit yang dianggap memberatkan nasabah

debitur, hal tersebut antara lain:

a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga
nasabah debitur untuk jangka waktu tertentu tidak perlu membayar
bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang
disetujui,

b. Penundaan pembayaran bunga, vaitu bunga tetap dihitung, tetapi
penagihan atau pembebanannya kepada nasabah debitur tidak
dilaksanakan sampai nasabah debitur menyanggupinya.

¢. Penurunan suku bunga, vaitu dalam hal nasabah debitur dinilai masih
mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi karena suku bunga
vang dikenakan terlalu tinggi untuk aktivitas dan hasil usaha pada
waktu itu, sehingga suku bunga harus diturunkan.

d. Pembebasan bunga, hal ini dilakukan karena nasabah debitur dinilai
tidak sanggup membayar bunga sedangkan hasil usahanya hanya
mencapal tingkat kembali pokok (hreak even).

e. Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang

dengan syarat yang lebih ringan.
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3. Penataan kembali (Restructuring)

Restructuring perubahan syarat-syarat kredit meliputi Reschedulling,

Reconditioning dan atau penambahan dana bank (suplesi kredit), konversi

seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.

Tindakan BRI dalam rangka Restructuring adalah:

d.

b.

Melakukan tambahan kredit (/njection Nursery Operation)

Apabila nasabah debitur kekurangan modal kerja, maka perlu

dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal

investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi.

Tambahan modal (Fquity)

Apabila tambahan kredit memberatkan nasabah debitur sehubungan

dengan pembayaran bunganya, maka perlu dipertimbangkan tambahan

modal sendiri yang berupa:

e Tambahan modal dari pihak BRI dengan cara penambahan atau
penyetoran uang (fresh money) dan konversi utang nasabah debitur,
baik utang bunga, utang pokok ataupun keduanya.

e ‘Tambahan modal dari pemilik, apabila bentuk perusahaannya
adalah PT, maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegang

saham maupun pemegang saham baru atau kedua-duanya.

Upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya kredit macet diatas, dapat

dilakukan oleh pihak BRI apabila nasabah debitur memenuhi kriteria:

d.

Debitur menunjukkan itikad baik untuk bekerjasama (kooperatif)
terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak BRI.

Usaha debitur masih berjalan dan mempunyai prospek yang baik.
Debitur masih mampu membayar kewajiban yang dijadwalkan dan

mampu membayar bunga yang dibebankan padanya.

Selain  ketentuan mengenai  Reschedulling,  Reconditioning  dan

Restructuring diatas, usaha untuk meminimalisir terjadinya kredit mecet diatas

tersebut dapat dilakukan oleh pihak BRI dengan cara pembinaan terhadap

merketing usaha yang dilakukan oleh debitur, seperti: pembukuan usaha,

pengalokasian dana yang diperoleh secara tepat dan perencanaan pemasaran
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produksi yang dihasilkan dari usaha debitur, sehingga secara kontinyu usaha dari
debitur bisa diselamatkan bahkan ditingkatkan dan resiko dari terjadinya kredit
macet bisa dihindari.

Berikut  hasil wawancara dengan Bapak [fdil Moeras, Manager
Operasional P.T. BRI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tanggal
27 Agustus 2003, dikantor P.T BRI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta
Selatan, dalam upaya meminimalisir kredit macet oleh BRI dalam kasus BRI
dengan nasabah debitur (Abdul Jalil Bin Achmad) dalam Bab 2 (fakta) diatas:

BRI mengkategorikan kredit nasabah debitur tersebut, sebagai kredit yang
diragukan, karena nasabah debitur secara berturut-turut lebih dari 180 hari
menunggak angsuran pokok dan bunga. Hal ini seperti yang terdapat dalam
ketentuan Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12
November 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif, yang menyebutkan bahwa
kriteria kredit yang diragukan, apabila nasabah menunggak kredit lebih dari 180
hari.

BRI dengan itikad baik dan demi menjaga nama baik nasabah debitur
menawarkan solusi berupa restrukturisasi kredit, tetapi karena pihak nasabah
debitur udak menanggapi panggilan tertulis dari BRI untuk membicarakan
masalah terjadinya tunggakan tersebut, dan pihak nasabah debitur tidak
menunjukkan itikad baik untuk bekerjasama (kooperatif) mengatasi masalah
kredit macet tersebut, maka BRI sebagai bank pemerintah, dimana pengurusan
kredit macet yang terjadi di BRI masuk dalam Piutang Negara, yang
penyelesaiannya harus diserahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang
Negara (KP2LN), sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan RI No.
300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Atas dasar nasabah debitur tidak mempunyai itikad baik untuk
bekerjasama dengan BRI dan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan RI No.
300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara, maka kasus kredit macet
tersebut diserahkan kepada KP2LN.
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33 Penyelesaian Kredit Macet dengan benda jaminan tanah (Hak

Tanggungan) di BRI

Hak Tanggungan yang merupakan suatu hak yang diberikan oleh debitur
guna menjamin utangnya kepada kreditur, dalam hal ini apabila debitur
wanprestasi, maka kreditur tersebut berhétk untuk melakukan tindakan-tindakan
yang diberikan oleh UUHT. BRI sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), mempunyai tata cara tersendiri mengenai penyelesaian dari piutangnya
yang mengalami kendala dalam penagihannya. Berikut hasil wawancara dengan
Bapak Ifdil Moeras, Manager Operasional P.T. BRI (Persero) Cabang Kebayoran
Baru Jakarta Selatan, tanggal 27 Agustus 2003, dikantor P.T BRI (Persero)
Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, mengenai cara penyelesaian kredit
macet tersebut, yaitu:
a. Melalui Penjualan Dibawah Tangan

Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan debitur tidak membayar tagihan, maka
pthak bank akan memberikan surat teguran pertama kepada debitur tersebut, agar
segera melunasi tunggakan dari kewajiban yang harus dilakukannya setiap bulan
kepada Bank. Dalam jangka waktu tersebut, Jika telah ada pertemuan antara pihak
kreditur dan debitur, maka akan dibuat suatu kesepakatan mengenai cara
pembayaran dari tunggakan tersebut, yang dalam hal ini debitur menyatakan
dirinya, karena sesuatu dan lain hal tidak atau belum bisa membayar pinjamannya
tersebut sesuai dengan waktu yang tertera dalam Perjanjian Kredit antara mereka,
maka dalam keadaan demikian, debitur tersebut bisa mengajukan surat
permohonan untuk meminta keringanan yang diajukan kepada pimpinan BRI,
dimana pinjaman tersebut dikeluarkan. Setelah diadakan analisis terhadap
penyebab dari macetnya kredit tersebut, maka apabila dimungkinkan, pihak bank
akan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan untuk meminimalisir terjadinya
kredit macet, antara lain: Penjadwalan Kembali (Reschedulling), Persyaratan
Kembali (Reconditioning), dan Penataan Kembali atau Restructuring.

Apabila selama dalam proses tersebut debitur itu melaksanakan kewajiban

untuk membayar hutangnya, maka tidak akan menjadi masalah. Persoalan akan
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timbul apabila selama masa yang disepakati tersebut debitur tidak Juga membayar
tunggakannya.

Tindakan selanjutnya dari BRI dalam hal demikian adalah debitur tersebut
akan dipanggil kembali dan BRI menyatakan bahwa jaminan dari debitur tersebut
akan disita dan dilelang.

Praktek yang terjadi di BRI, sebelum diadakan penyitaan terhadap
jaminan debitur dan dilakukan pelelangan di muka umum terhadap barang
jaminan tersebut, akan ditawarkan suatu solusi kepada debitur tersebut untuk
melakukan Penjualan Dibawah Tangan. Dalam Pasal 20 ayat (2) UUHT,
disebutkan bahwa atas kesepakatan Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan,
penjualan obyek hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan, jika
dengan demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan
semua pihak. Pada ayat (3) UUHT menyebutkan bahwa Pelaksanaan penjualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu
I(satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis pemberi dan/atau pemegang Hak
Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-
dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan
beredar secara nasional, serta tidak ada pthak yang menyatakan keberatan.

Pihak bank akan memberikan kesempatan kepada debitur untuk secara
aktif mencarikan pembeli terhadap barang Jaminannya tersebut, apabila tercapai
kesepakatan dalam penyelesaian kredit macet tersebut melalui penjualan di bawah
tangan. Hal ini dilakukan untuk mencari solusi sebaik mungkin agar dana yang
telah dikucurkan oleh BRI akan bisa kembali secara utuh dan bisa dipergunakan
lagi oleh bank untuk menunjang kegiatannya sebagai lembaga keuangan bank.

b. Melalui Penyerahan Kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan
Lelang Negara (KP2LN)

BRI sebagai pihak kreditur yang merupakan suatu Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), yang dalam penyelesaian mengenai kredit macet harus tunduk
pada suatu ketentuan yang masuk dalam piutang negara. Piutang Negara adalah

sejumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan, baik secara
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langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu

perjanjian peraturan atau sebab apapun.

Penyerahan pengurusan Piutang Negara disampaikan secara tertulis
melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), disertai dokumen
dan resume. KP2LN adalah pelaksana tugas Direktorat Jenderal Piutang dan
Lelang Negara (DJPLN), dalam bidang pelayanan dan pengurusan piutang dan
lelang negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor Wilayah DJPLN.

KP2LN merupakan penggabungan dari Kantor Lelang negara (KL.N) dan

Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang negara (KP3N), berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Keuangan No. 445/KMK 01/2001 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Wilayah DIPLN dan KP2LN.

KP2LN berdasarkan Pasal 23 Keputusan Menteri Keuangan RI No.
445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah DJPLN
dan KP2LN menyelenggarakan fungsi:

I. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan
kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang
Jjaminan;

2. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau
penjamin hutang, serta harta kekayaan lain milik penanggung hutang;

3. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek
lelang;

4. Penyiapan dan pelaksanaan lelang serta penyusunan dan verifikasi minuta
risalah lelang, serta pembuatan salinan, petikan, kutipan, dan grose risalah
lelang;

5. Pelaksanaan administrasi Kantor pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Dengan diberlakukannya peraturan tersebut diatas, BRI dalam
menghadapi kasus Kredit Macet kepengurusannya harus diserahkan kepada
KP2LN sebagai instansi yang berwenang dalam pengurusan piutang BRI yang
masuk dalam kategori piutang negara. BRI sebelum menyerahkan kredit macet

tersebut kepada KP2LN, sudah harus melalui proses penyelamatan kredit. Apabila
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proses tersebut tidak membuahkan hasil barulah kewenangan untuk

menyelesaikan kredit macet diserahkan kepada KP2LN, dengan tata cara sebagai

berikut:

Pihak BRI menyerahkan data atau dokumen serta segala sesuatu yang
berkaitan dengan perikatan antara BRI dengan debitur bermasalah tersebut
dan resume mengenai kredit yang diberikan tersebut bermasalah.

Setelah data tersebut diterima, maka akan diadakan penelitian terhadap data
atau dokumen tersebut. Setelah semua dokumen dinyatakan lengkap sehingga
kredit yang diserahkan penyelesaiannya tersebut dapat dikategorikan sebagai
piutang negara, maka KP2LN akan menerbitkan Surat Penerimaan
Pengurusan Piutang Negara (SP3N), yang dengan keluarnya surat tersebut
maka proses penyelesaian kredit macet tersebut berpindah kepada KP2LN.
Proses selanjutnya setelah beralihnya penyelesaian kredit macet tersebut,
pthak KP2LN akan melakukan pemanggilan secara tertulis kepada debitur
bermasalah tersebut, guna verifikasi mengenai kepastian besarnya kredit yang
wajib diselesaikan, selanjutnya dibuat kesepakatan antara KP2LN dengan
debitur bermasalah yang dituangkan dalam Pernyataan Bersama (PB) yang
memuat jangka waktu penyelesaian piutang tersebut, paling lama satu tahun
sejak ditandatangani perjanjian bersama tersebut.

Antisipasi terhadap tidak dapat dibuatnya Pernyataan Bersama karena debitur
tersebut tidak kooperatif, maka KP2LN secara sepihak diberi hak untuk
menetapkan jumlah yang wajib dilunasi oleh debitur tersebut dengan suatu
surat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).

Proses selanjutnya adalah dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan yang
ditkat dengan Hak Tanggungan oleh juru sita piutang negara dengan dihadiri
dua orang saksi dan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan. Kemudian
diterbitkan surat perintah penjualan barang sitaan yang penjualan barang
tersebut melalui pelelangan umum yang akan dilaksanakan oleh KP2LN
Setelah lelang dilaksanakan, maka segala dokumen vyang berkaitan akan

diserahkan kepada pemenang lelang. Hasil dari penjualan barang jaminan
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tersebut setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan guna terselenggaranya

lelang, akan diserahkan kepada pihak BRI.

Cara penyelesaian terhadap kasus BRI dengan nasabah debitur (Abdul Jalil
Bin Achmad) dalam Bab 2 (Fakta) diatas, tidak melalui penjualan dibawah
tangan, karena nasabah debitur tidak menanggapi panggilan tertulis dari BRI dan
tidak menunjukkan itikad baik untuk bekerjasama dengan pthak BRI dalam
mengatasi masalah kredit macet tersebut. Oleh karena itu dilakukan alternatif
penyelesaian terakhir, yaitu menyerahkan pengurusan kredit macet yang masuk
dalam Piutang Negara tersebut kepada KP2LN.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ifdil Moeras, Manager
Operasional P.T. BRI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tanggal
27 Agustus 2003, dikantor P.T BRI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta
Selatan, mengenai mekanisme penverahan dan penyelesaian kasus kredit macet
antara BRI dengan nasabah debitur (Abdul Jalil Bin Achmad) ke KP2LN:

1. Pihak BRI menyerahkan dokumen yang berisi akta perjanjian kredit,
APHT, Sertipikat Hak Tanggungan dan segala sesuatu yang berkaitan
dengan perikatan antara BRI dengan nasabah debitur kepada KP2LN.
Setelah data diterima dan dinyatakan lengkap oleh KP2LN, maka KP2LN

b

menerbitkan surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), yang
dengan adanya surat tersebut, maka proses penyelesaian kredit macet
antara BRI dengan nasabah debitur berpindah dari BRI ke KP2L.N.

3. KP2LN melakukan panggilan secara tertulis kepada nasabah debitur guna
verifikasi besarnya kredit yang wajib dilunasi.

4. Oleh karena nasabah debitur tidak menaggapi panggilan tertulis dari
KP2LN, maka KP2LN secara sepihak menetapkan jumlah hutang yang
wajib dilunasi oleh nasabah debitur dalam surat Penetapan Jumlah Piutang
Negara (PJPN).

5. Selanjutnya, Juru Sita Piutang Negara dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi
melakukan penyitaan terhadap barang jaminan yang berupa Hak Milik
Atas Tanah, atas nama Abdul Jalil Bin Achmad, seluas 286 M, di daerah
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Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan penyitaan tersebut dimasukkan dalam

Berita Acara Penyitaan.

6. Oleh karena pemenang lelang yang dilaksanakan oleh KP2LN tersebut,
adalah pthak BRI sendiri, maka obyek jaminan yang berupa Sertipikat Hak

Milik Atas Tanah No. 995, seluas 286 M, di daerah Pasar Rebo, Jakarta

Timur, menjadi milik BRI, dan segala perikatan vang terjadi sebelumnya

dianggap batal demi hukum.

Proses penyelesaian kredit macet melalui penjualan di bawah tangan, jauh
lebih menguntungkan daripada menyerahkan pengurusannya kepada KP2LN. Hal
ini disebabkan karena penjualan di bawah tangan proses penyelesaiannya relatif
lebih singkat daripada penyelesaiannya diserahkan kepada KP2LN, yang dalam
prakteknya terdapat proses panjang yang akan memakan waktu, tenaga dan biaya
tidak sedikit yang dikeluarkan oleh para pihak agar penjualan barang jaminan
tersebut dapat direalisasikan oleh KP2LN.

Dari kedua macam proses penyelesaian terhadap kredit macet dengan
jaminan hak tanggungan tersebut, BRI pada dasarnya lebih sering menggunakan
cara penyelesaian di bawah tangan, karena dengan menggunakan mekanisme
penjualan di bawah tangan tersebut, akan menghemat waktu dalam pengembalian
dananya yang akan bisa dipergunakan kembali oleh calon debitur lain yang
membutuhkan dana, sehingga salah satu fungsi bank sebagai lembaga pembiayaan

tetap bisa terjaga kesinambungannya.
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MR W7 Porpocialnse
IV. KESIMPULAN : m Mt’

A. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan terhadap pokok permasalahan, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kredit macet pada PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Cabang Kebavoran Baru Jakarta Selatan, dapat terjadi
karena faktor intern bank, seperti kemampuan dan naluri bisnis analis kredit
belum memadai, faktor intern nasabah, seperti penyalahgunaan kredit oleh
nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehan kreditnya, dan faktor
ekstern bank dan nasabah, seperti terjadi kebakaran, bencana alam dan
adanya perubahan kebijakan pemerintah yang timbulnya tidak disengaja dan

diharapkan oleh pihak bank dan nasabah (/orce Mujeur).

b2

Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk meminimalisir terjadinya
kredit macet dengan pembebanan Hak Tanggungan adalah dengan cara:
Reschedulling yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal
pembayaran dan jangka waktunya, Reconditioning yaitu perubahan sebagian
atau seluruh syarat-syarat kredit vang tidak terbatas pada perubahan jadwal
pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak
menyangkut maksimum saldo kredit dan Restructuring vyaitu perubahan
svarat-syarat kredit meliputi Reschedulling, Reconditioning dan atau
penambahan dana bank (suplesi kredit), konversi seluruh atau sebagian

tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.

.l""

Cara penyelesaian kredit macet terhadap jaminan kredit yang dibebani dengan
Hak Tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang
Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai salah satu Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) mempunyai kekhusususan dalam penyelesaiannya, dimana
pada tahap pertama BRI diberi kewenangan untuk menyelesaikan kredit
macet dengan jaminan hak tanggungan tersebut melalui salah satu cara yang

ditentukan dalam UUHT, vaitu dengan melakukan penjualan di bawah tangan
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terhadap obyek jaminan. Akan tetapi terhadap tata cara lainnya sebagaimana
termuat dalam UUHT, kewenangan tersebut diambil alih oleh KP2LN yang
secara khusus didirikan untuk menyelesaikan piutang negara sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan
Piutang Negara.

B. SARAN

1.

Bank dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan pembebanan Hak
Tanggungan seharusnya lebih memegang teguh prinsip kehati-hatian yang
tertuang dalam 7The Five C’s of Analvisis Credits dan dalam menganalisa
kredit harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Hal ini berkaitan dengan
proses pengembalian kredit oleh nasabah bank dan kemungkinan terjadinya
kredit macet dapat dihindart dan diantisipasi.

Pihak Debitur diharapkan lebih bekerjasama (kooperatif) dan lebih terbuka
dengan pthak BRI apabila produktivitas usahanya terindikasi mengalami
penurunan sehingga mempengaruhi kelancaran Kolektibilitasnya. Hal ini
dilakukan agar usaha dari nasabah debitur bisa dicarikan solusi
pemecahannya. Kerjasama yang baik antara nasabah debitur dengan BRI akan
mengakibatkan usaha dari nasabah debitur bisa diselamatkan bahkan
ditingkatkan sehingga resiko dari terjadinya kredit macet bisa dihindari.
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) sebagai lembaga
pengurusan piutang dan lelang negara seharusnya lebih cepat dan tanggap
dalam melayani pengurusan piutang negara. Hal ini berkaitan dengan efisiensi
waktu dan biaya dari pihak bank sendiri, dimana bank sebagai badan usaha
yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat tidak ingin

masalah kredit macet mempengaruhi kinerja usahanya.
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Model : Sy

SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN
PINJAMAN DAN KREDIT

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

I KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam fyarat-syaral Inl yang dimaksud dengan ;

(1).
),

().

4
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=
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{1

(2).

).

{4).

(5).

(6)

Oank adalah P, Bank Rakyst indonesls (Peraera).
Pengambll Krodil atau Oebltur atay Yang Berhutang alau Pominjnm
adalah siavapun yang berhulang kepada Dank.

Krodit alau Hutang adnlah semua hiAang debitur kapada Cank karana
sabnab apapun, balk barnps bunpn.bunpn Iambahan, danda, provis|,
blaya maupun hutang boa dan lain-lain atay hutang karena jumian
pokok,

Pinjaman adalah pluiang Dank Jengannama alaumacam apapun baik
plulang parsekot, plutang diskonto maupun rekening koran,

Pasnl 2
Apablla pembayaran suaty pinjaman dalam akia ybz. Nidak ditantukan
jangka wakiunya, maka plnjaman hy dianggap bodaky unluk jangka

snkatka sarla sokaligus lunasg, x
Annbﬂalk!nkdhnn!ukmhmgn.hmgntambnhan,aem{abumgn.prm;l,
commilmant lee, Iransh Interest alau blaya-blaya Iain YANQ harus
dipathltungkan oleh Dank, maky yang barlaku lalah ta umum teniang
bungn, bunpa tambahan, dends bungs, provial, commiimant lan,
Iransit intera .t dan blaya-biaya yang boriaku di Bank.

. Katenluan suky bunga keadit dapai dilinjau dan ditelapkan kambali

ReCnra sapihak olah Mank, Terhadap parubnhan suky bunga kredit
taranbut pltuk Dank cukun mombarllnhuknnnyl kecara larulis dan
pemboritahuan dimaksod meriglkal Pengambil Kiodt

- Apabilia langka wikti pinjaman alay kredi telan berakhir sedangkan

Cebitur bolum maiunasl roluruh hutangnyn kepada Dank, maka
kolentumn tanlarg suky timga, bunga lambahan dan denda bunga
¥ANQ telais dipsifunjikan tetnp beraky,

Pavald
Pembayacan ph;nmnn-nin‘.imr-'lhnnrl dapal diterima pada had karja
dna paca jam buka kas YAup Jietitikan oleh Kantor Cabang Dank,
ynity ditampat pambayaran NQ pinlaman stay dilompal pinjaman
talah difimpahkan,
Samua Pacibtyaran sabagaimane, larnobut dalam Ayal (1) di alas
aapalfiakukin sniama jam buka ka3 pada semua Kantor Cabang niau

Paval 4
Soknllpin $.val lentang pembayaran hutang talah diporjanjikan,
namun Yang Berhulang seliap wakiu barhak membayar hutangnya
lnnndu'mnk, baik soluruhr 74 Maupun sebagian, dan barhak huiga
menghantkan pinjaman dangan pefunasan lebih dehuly,
Bank intnp akan menarima snliap pombayaran stas kredh yang lelah
Iatuh tempo, walaupun pPombayarmn larsebul banyaknya dibawah
Jumishynng sehanisnya dibayar sabrgalmana tolah dit nlukandalam
porjanjian,
Dalam hal demikian lidak berart hal 1ersebut dinlas dapat ditalslikan
bahwa D-nkm-nyom}\mecma diam- mlmmnmnmabalkhcmnubm.
Peangamblt Kradit felap barkewalibun yniuk membayar sebagaimana
meslinys,

Passl 5

Dungs plnfaman Porsekol harus dibayar pada saat sebagion dad
Jumiah pinjamen pokok suduh dapal ditagin dengan mengingal
katnntuan, bahwa bunga harus dibaysr sckurang-kurangnya sokail
dalam seiahun,

Diamana pinjaman parsekol bersama dcnplnbvnglny. Uidak dibayar
monunA ahuran annuilel, maka Beinga yang harus dike: akan pada
plsl=man dihitung menuna hutang cinu sise hulangnya yaliu dard bulan
kn buian, ouin s nada bulan periama sotelan bulan pambayaran
pinjaman, aadangsan buins anlunesan dihllung satu bulan panuh,
Diamana pln]umanpcruhnlbeu.\tnl dangunbunqnnyl Bdakdibayar

Anulial, sedangkan spabila saly ataubeborapa angsurandibayar lebih
dahulu, maka kelebihan pembayarnn bunga dikembalikan jika lebin
Aar satu ruplah,

Bunon yang dikanakan pnda krodit dangan Rekaning Koran, dihllung
darthar ka had, bunga tidak dikanakan pada Jumiah dibawah Rp. 0,50,
Aedangkan Jumiah Rp.0,50 keatns dibulatkan menjadl saty ruplah,
Diiamana pokok dan slau bunga pinjaman baik Peraskot maupun

Rekning Koran Ikiak dibayar sabagalmana yang telah ditentukan,
maka soliap jumlah yang ladambat ¢
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Bank pada saat Pembayamn pinjaman Peraskol alau dibabankan
dalani rekening koran yang barsangkulan,

Provial, commbiment loa lernabid tidak dapat diminta kemball oleh
Debihur sakalipun pada akhimya kedit tidak Jadi dipergunakan oleh
Debitur ateu sokallpun Peranfian secara seplhak dibatatkan siay
dihen:lkan pPengounaannya lehih lenjul oloh Bank tebagaimana
dimaksud dalam ketentuan lersobut dlalay,

&)

Paral 8

Semua blaya dan bea yanq harus dibayar sehubungan dangan pembardan
Pinjaman, Jaminan, larmasik pule blava portl, matorai, lologram, telex,
laxcimila, tulepon, binya legalisasi, balik narna, saksl, notars, manakslr
hama, memadksn dan membari nasehal, salaln dar yang harus dikarjakan
nleh pogawsl Oank, mamperahand KlAu mangubah baniuk pondafaran
bilamana puda suaty wakiy hans dirubah, roya, mamatikan hipatik dan
crodintverty nd, pajak dan tambahan pokok pnjak alay bes Inln yany psua
sualuwakiy Sars dikenakan pada fumtnhmholdmbunga,hlnya oksokusl,
belexening, malaksanakan Bosunlu yang lain, dengan dinkung puln blaya
Jirusitn, bail blnya menunil prosentean MmaupUn yang laln, sera pada
Umumnya semun blaya dan hak pembayaran dongan lidak mengecualikan
fualu apapun, aasl 23]a ditlmbulkan dar pinjaman dan segala akibainya
slau yang dianggap pedu oloh Bank untyk malaksanakan 1eQala haknya,
*emunnya monjadi betinn Yang Derhutarg,

Pasal 7

Apabila pajas-pajak dan blaya-binya sepori tersebut dalampasal 8, 14,20
Ayal J, 32, 30, A5 dan 49 lidak dibayar olsh Yang Berhulang, maka Dank
berwonnng (tdak harus) mombayamya dongan denda-dends yang dapat
Uikennkan uniyk menguatkan kepantngannya alas barang dimakaud dan
dalam hatinl yang barhwiang harus mongambalikan kepada Bank dengan
1oQora dan sckolika selyruh lumiah yang talah dibayar terebih dohuly oloh
Dank,

Pasal s
Saluruh Jumiai pokok Alaubunga, denda, provisi, blaya-blaya, balk berupa .
bea maupun brukan yang harus dibayaroleh Yang Berhutang, semuanya
bagl Bank dan Sagl yangmmpcmlnhhlkdaripndmyn qdalah:mluhmnng
yang tidak dag at dibagl, sohingga seilnp ahil wars Yang Berhulang dapat
dituntut uniuk membayar ssluruh hutang. dengan memperhalikan apablia
dalam hal ini dapal beraky kelonivan KUH Perdala,

Pasal 9

(1). Bank barhak untut. menentukan bcrnpn}umuhhulum Debilur kepada
Bank berdusarkan Pembukuan yang ada pads Bank balk yang borupa

oleli Danx adalah meruvpakan salu-salunya buktl,

Apabila diperkukan bukil mengenal aualu jumiah krodit yang harus

dibeyar Detxturkepada Dank, maka sty mnaunltmbusandgdrakanqu

o -dau\hﬂcbngaiulﬁnuMembu:nnymﬂ sahdad aslinya danharus
g | yang i Jap Idlganggugugllkccunlfdatcm

halbekolinvan Yang nysia dalam porhiiungan,

2).

Pasal 10
Sural Hos' yang dibarikan olah Kanlor Pos dan rasl *kapodis! lhinnya
unhi g tanda pengidman sural monyural dan karas n, beilaky sabagal
'andin bukil bahws ugnlammunﬂjnhulny-nadikelunmmnlof\aanuvaah
baraku sebagnimnana mastinya,

Pasal 11
Dongun tkiax momandang kelentuan lenlang angsuran dan berakhimys
pinjamany ang dije fnnjikan, Bank barhax menghoniikan dan alaumenaglh
salunhhut ing dengan 30Qara, 30" etikadan sokallgus lunas tanpa permintaan
untuk diaklirl dar, diberkan perirpatan dalam hal-hal ;
(1) Apibiia Yang Uommnnwonngur 1
A, manhiggal dunia,
b. menir pgamkan indonasia atauporgi ku(mnpulymg tidak dikelah
untuk jangka wak u lama yang lidak lartanty,
¢ berupabadanusaha (pulhumnn,pouomm. Yayasan)dalam

. Lade B
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parusatiasn, managemen maup in komposisl parmbangan
modal, panyertaan modal padn par . sahaaninin sern panahan
pomagang sanam, mangubah Aryosran Oasar parusahann,
kompaoslal pamegang snham, susunan pangurue/ Direksl dan
Dowsn Komiaards, seningna maruntg Dark risiko monjadi
bortamteh bosar alau [aminan sesvakin berkurang,

(2).  Apablla Yang Derhutang/Debliur :

a. dinyaiakan pailit,

b. diminlakan pallll,

c. meminta pangundu-an pambayarai (surceance van botsling),

d. menoclak panerimaan warsan,

e. karena sosuatuhallidakbolsh meng asal aloumangunis hana
bandanyn, balk manurut keputusar Hakim maupun manuns
Undang-Undang,

1. ditangkap, ditahan aleu dijatuhl huky non pot.[ara,

(3).  Apsuila Yang Derhutang/Oabliur ;

A, alap harla bandsnya dikenakan 1lta aksekulorial slau
konsarvalolr oleh pihak kellga,

b. dimasukkan penjara oleh pihak katig: (gljzeling).

(4). Apabia:
|aminan untu's hulang dibarikan oleh pihak keliga, sadangknn
keadaan lersebut dalambutl 1,2, den 310 -'adi atas pltiak keliga ftu,
(5). Apabila barang-barang yang dijaminkan | spada Dank :

A, musnah,

b. dimintgkan psncabutan,

€. lorkena pengumumar lurangan mandh an rumesh,

d. berupa HGB, HGU atauhak kobendar * lain, Jika pemilik lannh
lolah momutuskan hendak mencabul b ik-hak larsubut,

e. berupa HGB, HGU atsu hak kabendaai lakn, [ika pamilik Ianah

tolah mombarllahukan kepada pemigang hipotlk handak
mancabuthak-lak iarsebut alauhendak: yembalahan porjanjian
pemberian hak somacam fu,

I, socarafiducia (leo) dikhawnlirkan oloh [ ank nkandijualsecara
lidak sah alau skan dipindalikan katam al lain,

0. Oloh karona Poralusan Pemarintah 4 au Undang-Undang,
sebaglan atau soluruh lanah alau bang nar yang dijaminksn
dalam akla perjanfian dikuasal dan dipargunakan aolen
Pemarintah untuk kapantingan umum ta.masuk namun tidnk
lorbatas pada panggusuran, palabaran ¢ an,

{6). Apabila harta banda dimaksud diiimpa kerugian kebakaran,
(7). Apabila Yang Berhutang/Debliur

A, membeckan koleranganyang lidakbanar " epada Bai klariang
keadaan haria banda. penghasilan, peru.ahaan atau barang
jaminannya, atau segala sosuat yang monji: i milik pananggung,

b. monggunakan pinjaman yang dilerima da= Bank unluk maksud
vang lain dard yang telah ditarangkan psda wakiu membual
padanjlan/pangakuan hulang,

{0), \pabile Yang Derhulang/dobitur ;

. Inlal niembayar saly kali angsurnn atas lumiah pokok alau
perabayarsa Sungn dan bisya-blaye,

. wninl membayar alau mengembalixan o abuvaran larsebut
dalam pazal 7,

(). Apnblia ada r.erbuaian yang berleninngnn dangan syaral-syatul

parjanflan sonanl larsenut dalam pasel 18,

(10). Apablia Pangambil kredit baruiang kopada pihak lain, baik sebe'um
dan sraudsh meminjam unng kepadn Bank Jdan Puiang xepada
pihak lain tarsebut tdak dilaporkan kapada Bak,

{11}, Apablia menurut Dank :

a. ‘fang Dnrhutang melakukan porbuatan yang berlantangnn
fengnn sy Aral- ayarnl parjanfian kiedit, Peisatujuan pinjamuang,
pengakuan hulnng Alau syasal-ayaral patjanjian ial,

b. YangDerhulang menghnalangi Bank untuk molakukan hak yang
|niuty ketangannya,

2. lmbulkandadnyang dilnrang dalam oadanfien kendil, porsatujuan
pinjam uang, pengakuan hulang alau syaral-syaral pesjanjian
Ini.

(12). Apabila monunui Bankbarang-barang yang dijaminkan lifak eusup
lagl dantidnk gilamhan, baik karana musnah, hltang, rtau harganya
marasol karana sabab apapun jugs.

(13} Apabila penanpgung (Dorg/Guarantnr) |;nhrh kadalam keadann
larsabutdalambidic *, 2 atau Jdan licak diganiidencan penanggung
(Borp/Guamanior) yang lain, yarg dlanggau cukup oleh Bank,

(14). Apabila meaund Dnnk kendann knuangan Debilur, bonaliditasnyn
dan sotyabitiassya murdur sedamkinn rupn Atau karGna ashnh-
sebab lain sablvgyn keodit diperkicakan lidak dapal dibayer kambal
monunit yang someslinys,

Pasal 12
Setalah sualu kradit rahaming koran dihontikan, Dank barhak menalak
anmua pangamblian uang (disposish walaupurn jangka waktu perse.ujuna
beluin barakhic,

Paeal 12
(1).  Agai Sank dapal mangaksakusl salinan {grossn) ;
8. akia hipoiik Alau credietverband,
b obligas! notaril,
€. suinihudnng yang knkuntannya sama dongan akin-akin lersebut,
Alan ‘\uprl‘yl' aapnt manjunl
A el seal konsa ey ek dapat dicatiot keastial
b dalem biat-ballaln dlviana (Tank betdink dion bermaksind pntut,
manjunl BATANG-hint g yAng dikal atau diserahkan kepag:
DBank sebagal laminan Iarpa menungau putusan Pengaditai

lagl, untik montdup hutangnya,
maka Jankbarhak monaniukan jumiah uang yang harus diayar ol
Yang Darhutang kopade Dank unluk mengangsur jumiah pok
bunga, bunga lambahan, donda, provisl, commliment les, Ira
Intere:il, biaya-blaye, balk berupa bas maupun bukan sodang!
Yang darhutang tlidak berhak menolak porielapan Bank hu,

(2). Yang Derhutang alau pembar jaminan berhak meminta ke
rnlat lersctxd apsblia dapat membukiikan bahwa lordapal kel
pembiayaran alau karena hulangnya lerlalu banysk dihit
sadan jkan Bank lidak lerdkal uniuk membayar keruglan.

Pasul 14

(1), Yang llermidang harus membayar segali kewajibannya dan pajak
phalak sang sskarang alau kemud) kan ditimbulkan oleh had
baoda yang talah dissrahksn kepade Bank socarm fiducia (fec) al
yang fljaminkan kepada Bank unluk hutlnngnya, dan kwitan
kwliantiny s harus diperiihatkan kepada Dank, sstia Bank beihak
sellap wnklu mengecuknya pada yang bLermenang apa be
kewajt)an-kewa|lban v dipeanuhl,

{2).  YangEerhutangharus memaelihara sebagaimana mestinys dan hans,
mampirbaikl semua harla benda yang dijaminkan kepads Bank]
vntuk ladangnya alau yang diserahkan kepedunys socara Fiduclan
Elganc oms Ovardrachl (fiducieao).

Q. Bank larhak setisp wakly menerdkas aemus hads benda yang
dijamirkan kenedenys slau yang diserahkan kepadanya secan
Fiduniern Elgandoms Cverdracht (fiduciafec).

(4).  Apal lmanund Bank Yang Dethutang Sdak memenuti ke wajlbannya
larsecnddalamaysl 2, maka Bankberbak (lelepd Seiak harus) menyuh
mamel hara memperbalkl yang dipandang periu slas bebsn Yang
Berhuling dan dalani hal Inl Yang Borhulany harus membays
kamba | dangnn segera dan sokelika kepade Dank seluruh jumish
yang It lah dikgluarkan (erdoblh daliuly olah Dank

Masal 15

W) Yang byhulang wail mmpenangginikan alau mengaauransian
Alas b ban senall dongan Uanke:s's clause unluk dar ales nami
Bank ke'pada Perusahaan Asuransl yang ditunjuk oleh Bank, sshuni
maupu sehagian barang-barang yang dipargunakansebagaljaminan
oalambreditinibak yany telah ada maupun yang nkan ada dikemudian
har dengan jangka wakly sera dalam jumiah peranggungan yang
dilatapl.an oleh Dank Can aowsktu-wakiu dapal diperpanjang oleh
Fengnr il Kredit sebngaimana dis sbutknn datam polis dan disimpan
di Dank,

{2). Jika pertanggungan fMu lelah dilaxukan saboiumnys, maka Yang
Berhuli ng wajib mongubah Bankar's Clause dalam polls menjadi
unluk din alas nama Bank.

(3).  Apablle Yang Berhulang Ialal untuk mongasuransikan atay
mompn pan|ang asuransi atas barang |aAminan, maka Bank borhak
dun degan inl dibori kunia ponuh oleh Yeny Parhuiang untuk
menguiys dan melakukan pedanggungar tersebul, dan wnlyk
kopanuinmana Dank berhak menandalangan segala susualu yang
dianggi p perlu, sedangian cezala ongkos dan pembayaran pram
mengeraifniangouigenterabul sepanuhny s monjadi (aRggUNGan
danhars dibayar oleh Yang Detwdang, dan apabila Dank lidek alay
balvm «nangasuransikan dan atay mempemAanang berdasaran
kunsa cAmarsud, maka hal ol lidak membalalkan/menghapusken
kewajiban Yarp Oerhutang untuk mengasuransikan dan alsy
miempe panjang asuransi burang jaminan dimaksud,

Pacal 18

(V). Unmiuk kepentingan Dank, Dank dapnl mempertanggungkan aley
mengasuransikan kreditini pada Perusahann Asucansiyang dilunjuk
alau d'setujui Dank dengan nyaral dan ketontuan yang bedaky,

{2). Pcnuhqvnnnwrnmltndimnabuldlnludqnqmualihnulmm(Ien
dapaldi adkanalasanalch Yang Barhutang ualuk membeba skan did
dar kewapLennys uniuk melunasi seluruh ki edid kapada Bank,

(3).  Selama pinjaman Pengambll Kredit belum lunas, maka dengan kol
Panganibil Kiadit memberikan ifin kennda Petusahann Asuranst
unluk miamparalah dan Alau memarivia data atau kelarangan.
ketaranian ynng diparukan lentang din atsupen keadaan kauang
Panganibil Kred't baik yang a<a pnda Bank maupun langsung pada
Penganibh Kradit,

(A).  Sural Peranjian perinngaenganpalis asuransi kredil inius digimpan
oada (7 nk

Paswl 17
Surat-surat vhur tenah, surat bukti Hak Milx, bues Hak Gunn Bangunan,
Hnk Guna Uszs ha alauhnk-hak lain, yang dijaminkan pada Dank, surat- sl
ntasbarang i ng cisorahikan kapadn Darx sebrgaljnminan dan surat-sunl
beehargayan digadnikankepnda Bank, harus disimpan padu Bank sampal
dangan hulengnya uinas dangan manberkaa rosi sobagal lande lenms.

Posal 12

(1), Sarmuslangunanyang dididkar dlates lanah-larah yang Wiaminkan
kopada Dank dan yang diikal dongan sasuniv ikalan jaminan lidak
Lol=h s+ luruhnya ntau setagian darl padanya dirunluhkan, divbah
pangauAantyA jika idal mendapal 120 leriulis dan Rank,

finlamy d elang dengnn pemntaman Fangandin alau Dadan Uasan
etadaogant elang Hegaes (IWUN) atag spatsta idak enonsdapatinn
taruis carl Dank, semua barisng yang i Anvnknn kepada Inak idak
bolan gl ipaskan saiuruhiya atu sobagine, digndaikan, dikal dengas
runfu perjanjian, disewasan, dikitl dengan perenjian bagi hase, slay
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disuruh pabal kapada orang lain, atau dangan jalan apapun dilkal
dangan suatu hutang.

(3).  Apabila porjanjian inl sudah ada pada waklu diadakan perikatan

dongan Bank, maka parfanjlan hanya boloh ditaruskan dengan izin
lerlulif dar Bank,
Jika dari jaminan larsobut disias banpa tanah yang dapat ditanami
dﬂr\ganlnmmnywdnm| dilkat dengan katan panan (oogavnrband),
maka alas (ansh-tanah Ity ‘idak boloh ditaruh oogivarband Jiks
lidak mandapat izin toriulls dar Bank.

(4).  Hak-hak ailns barang yang dijaminkan pada Bank lidak boleh diubah
donganpersolujuan ysng berhink alaudilopasken Jka lidak mendapat
Izin toriulis dard Bank.

(5).  Sowa yang ditentukan unluk hirta benda yang dijaminkan kepada
Dank stau vang gantl kerugla:y penggunaan harta benda fu lidak
boleh diturunkan atau dilerima sebagal persokot dan Juga hak untuk
munoﬂmanylﬂaltbolnhdilnpuklnklpndlorangIlln selainkopada
Bank, tidak boloh diserahkan alau digadaikan, kecuall mendapal
Izin tortulls dad Bank,

Pasal 19

(). Samua harts benda yang dilnminkan kepada Dank, Iagihan yang
diplnda®ian kopada Bank, ssurans! dangan Bankar's Clause uniuk
dan alns nama bssk, #amuanya diporgunakan untuk jaminan agar
hutang lersobxd ifidal i yang bersangk dibaynr sabagaimana
mastinya, dan uniuk jaminan samua hutang Pengs+ bl Kreditkepada
Dank karona apapun, sokarang alau pada sualu kellka.

(2}, Apablla hutang Pengambll Krodit kepada Bank telah dibayar kunas
3lutuhnya dan Bank tidek mempunyal lagl piutang apapun, can tkdnk
adn Ingl perasiujuan kredit anjara Pengambll Kredit dengan Bank,
maka Dank menysivjul pe-roya-an semua Ikalan jaminan dimaksud,

Pasnl 20
(1).  Dalam rangka pongawasan, pengamanan dan panyelesalan kredil,

Dnnk barwanang untuk ;

1.1. Monyorahkan lugas pangawasan, pengamanan dan
ponyalosalan kredil kopsda Pihak Kellga yang dilunjux dan
dibert kuasa oloh Dank,

1.2. Monompatkan pelugas Dank di lempat farusahaan Pengamail
Kredil untuk melakukan pangawasan,

1.3, Monempatkan potugas-petugas Bank dan/alay orang-orang
faln yang ditunjuk dan diber kuasa guna mawakiii Bank untuk
Ikul saria dalam managoment perusahaan Pengambil Keedi

(2).  Dalam rangka pengawasan, pengamanan dan panyolosalan kradil,

Bnnk juga barhak sawaktu-waklu mongambll indakan-tindaxan [ain

dalam bontuk apapun juga selain yang citentukan dalam ayal 1 pasal

Inl

(3).  Kecunll bila ditantukan laln olah Onnk, nagala biaya sohubungan
drngan dan untuk palakannnan hal-hal yang lersebut dalam aynl |
ann 2 pasal inf menjndl botian dnn wajib dibayarkan olch Pengamoil

Krad,

Masal 21 2
Pengambil Krodil memparkenankan Badantlombagninsiansi Pemerntan
mesaknym Bank indonesta, (adan Pormeckan dan Porbanguran (0P KP),
Dadan Pomorksa Kounngan (BPX), stay pwk lan untuk -
A, rr\mmnmkc‘.lv.":nu.lnI!numqIundannpﬂmslhulndlnﬂauknumcﬂ"\
Pongambil Kredil kepada Bank,
b. molakukan pemenksnan katampal Pongambll Kradit dengan soijin
Alnu dengnan parselujuan Dank.

i
Il HIPOTIK DAN CRENDIETYERBAND
Pacrl 22
(1) Dengan dipasangnya hipotik atau crozdiolverband unluk kepantingan
bank, mokn Dnnk diborl kuasa yang fidak dapal dicabit kombati
knronn sobnb apapun untuk, ik \cianggan periu oloh Bank, menpurus
{dalam i yang schins-huasnyn) hana henda yang diikal donqan
hipotk ninu cradin'sacband untuk kapentingan Bnnk, dengan
maagabalkan pamilix (olgnnaar) alau yang menguasai
(Bezitior), sohingga Bank borhax dan atas blaya pemilik alau bezitier
unluk
= menyutuh mengadakan pribalkan, melakukan pamoliharaan,
misainya menpacal, mengapur dan rabagalaya,
* Mmengurus pemasangan dan ssmbungan pipa alr, gas dan Hisirik
pada bangunan-bangunan,
Selanjuinyn Atas nama pemilik atau baziter :
= menyampnikan pemberitahuan leitang obyek pajak bumi dan
bangunan,
mengajukan knboralan alas penslapan pajak bumi dan bangunan
mamasukan parmohonan unluk mersbah penelapan pajak bumd
dan bangunan
malakukan lindakan Innjutnn yang parlu manganai hal iy,
monnndnka npatjanfian sawa-manyewa dangan syaral-syarainya
mennlapkdn besarnys sowa can jangka wakiu yang dianggnap
baik oleh Bank,
«  menghenii .-uipnqm]lmm-mrrywn.p-ur]mpmmwlnmnmnw
dan alay mendiami,
*  menerima uang sewa dan untuk itu membartikan kewdtansl,
menuntul orang lain dimuka pengadilan,
misalnyn ;
ANAT ang sowa nlau gantl kacuglan dibayar,
A0 posjanlian sowa-monynwn, poranfian untuk memakil dan
slaumondiami dibaiaian menuat hukumdengan meminta gant
keruglan, agartannhynng diicduid olsh merokn lanpa mampinyai

gkl ek x
R AT RULES R

#uAlu hak alasnya, dikesongkan,

(2).  Dangan dipssangnya hipolik alnu credietvorband unluk kepaniingan
Dank, riaka pamillk slau bazhier menyerahl.an sabagal millk kepada
Bank s»galn hak yang ditimbulkan kareria perjanjian Inl balk yang
sudah iidn maupun yang akan ada dikemudian har, untuk menarima;

Can(l snwa darf (anah yang diikal hipollk slau credistverband,

sogela hakyang akan limbul pada wakty perjanflandibalalkan dan

Alay karena perjanian ity tidak atau tidnk sepaiuinya dipanuhl,

guna diperhitungkan dengan hulangnya ditambah bunga dan

blaya-biaya selelah dipotong dengan blaya-blaya lain sshubungan

dong an perdanfian .

Sxdang bank diber kuasa yang tidak dapal dicabut kemball katana

sebab epapun uniuk dan atas nama pemilix alau bezitier minta :
pengakuan dar penyewa slas psmindahan hak lersabut diatas
alau

. lqnmmlnd.hmhnkl-nobum‘ibulllhuk.lnncuuumlknpndu
peanyiwa,

J).  Sepanjang pemindahan hak (cessle) pada ayat (2) lersabut diatas
lidak lennd atay Sdak dapal N GoNQiN phutang yang akan
daang, 11aka pamilik alau beriijer dalam hal il |uga menyerahkan
*epais Uank dan Bank Jugs menadma ponyerahan lersabu ;

+ segula hak yang bagl pemilik alau bezitier dapal beraky untuk
mai.anima uang sewa dar harta benda yang dilkal (hak dimaksud
timbu’ sebagal akibal dar perjanjian yang mungkin dibual selalsh
porma sangan hipolik atau crodietvarband)
1egalnhnk yang limbulkarona pambatalandar parjanjiantersebut
dan a’'au lidak atau liuak sapatutnya dilaksanskan porjanjian ity,
puna tliparhillungkan dengan hutangaya ditambah dangan bunga
dan tlaya-blays selafah dipolong dengan blaya-blaya faln
sehubungan dongan peranjlan ltu,

‘iedang lank diberl kussa yang lidak dapat dicabul kemball karena

nebnb agapun unluk :

+ menenma semua lagihan yang diberikan Aebagal pambayaran

dongal membusl akla yang diperiukan alas nama pomillk atay
bozitier yaitv pada tiap wakiu perjan|lan sewa-menyewa bary
sapeni lersebul diatas dibual.
Sedan):-S hak yang timbul sebagal akibaldar peranjian
s enye: 11lrubuldl|!u,dllquhkmlropadlBlnkubagnl
pemilik, yang menarima balk panyecahan ilu dan menand. ngani
akia Hu alas nama pemilik sepert ditarangksn dalam pasal 613
KUH Pardata,

Sedang Dank diberd kuasa yang lidak dapal dicabul kembali uniuk

cen alas nama pemilik alau beziller meminta kapada penyswa ;

= MQur penyarahan dan penerimann hak Ny diakul alay

- agarpemindahan hak iy diberiahukan secara resad Xepadanya,
(4).  Semua parjan|ian, penyerahan dan tindakan sslanjutnya sopertl

Intscbul dalam ayat 2 dan 3 dadt pasal inl, bany mulal berlaky pada

harl pambaoritahuan oleh Bank kepada penyewa lentang panyarahan

Hlusecararesmialau sosudah diminia pongakuan lentang halltu dad

penyews.

Panal 23

Dengnn pemasangan hipolik alau crediatverband untuk kopentingan Bank,
Dank dwerl kuasa yang lidak daps! dicabut kembahi uniuk menmasang
hipotik/credic iverband baru alau hipotik kedua, keliga dan selerusnya atas
Hak Miikhok Guna Usaha/Hak Guna Bangunan atas tansh yang
borsangkulan, sebagal penggant dan atau monambah hipollk  alau
credintverband yang telah dipasang leblh dahuly atas tanah tersebut,
apabita pengambil kredit atau pambad hipelik alad credlatverband
memporoieh Hak Millk/Hak Guna UsaliaHak Guna Bangunan sias tanah
denann hak lain kocuall Hak MilikHak Guna Usaha/tiak Guna Dangunan
¥ANg ininh dilkal dengan hipolix alau erodiotverband untuk koperiuan
Bank, paing lingl sampai jumiah dan sodapal mungkin dongan syarat-
SYAral perani an seperi yang telah berdaku pada steu Lerhubungan
dengan hipoltik slau credintverband yang lebin duli,

g Pasal 24
Sehagal lambahan jaminan, supays togala hulang Debitur dibayar
sebagaimana mezlinys pada BDank baik yang sudah ada alay yang akan
timbul pada suaty kelika berupa Jumish pokok, bunga, dendn, provisl,
binya.trays baik bia maupun Ialnnya, maka pengambil kredlt atau pambar
hipotik slaycrediotverband, dengan pemasangan hipolik alau crediatvarband
untuk kepentingan Bank ;

* mengpacaikan juga kepada Bank semun plulang dan hak yang akan
|atuh xepada pengambil krediinlau pembaericrediclvarband, |ika tanah
yang dijsminkan dicabut oloh negara unluk kepentingan umum alau
dikembalikan men|adi lansh Negara, atau jika Hak Guna Bangunan
aiau Hak Guna Usaha dihentikan, termasuk plunng yang timbul
karane  penggantian, pembayaran alau  ganti  rugl Juga Jika
rombayarnn liu lldak dinabud dalam akia gimana hak ilu dilelapkan).

Lagi puin Nank beramanang imiuk

. mominla dan Mencrdma sngala pivtang yang akan limbul karenanyn,
baik dilvar ma spun dihadspan Pengadilan,

= memberikan linda pembnynran yang ssh, -

©  menentukan Lesamya uang pengganiian, pembayaran slau gani-
nigs decara damal,
Sedangkan :

= Negira stau  pomilik
pelaksanannma,

Samianya tanpa mengurangl hak-hak Dank

= ¥Ang bardin 1 endid dan yang oleh sebab laln ada pada Bank sebagal
camegang | pollk alau credietverband "

lanah  bila parlu membaniy  dalam
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(1).

(2).

&)

lormnsuk hak atns pombayaran hutang dan bungn sorta blaya-binya

lain,

Pasct 2%

Apabila hu'ang yang berupa jumiah pokok  alsu bunqga, dendn,

pravisi, biaya-blaya baik bea maupun lainnya ok dibayar pada

waktunyn, jka don sepanjang hulang itu telah dapal ditagih atau
sudnh citagih, maka Bank dibed kuasa yanj bdak dapat dicabut
komhall oloh sebab apapun, untuk :

. mnwruhmenpnw'.hod.mnm\umMﬂnmw.ymgumifmikknw

dicredintverbandkan kapada Bank, dan . hioslik itu hipotik

porame alau menjadi hipotik partama, bal. selurvhnya ataupun
sabaglan-sebagian,

mengatur don menoniukan wakluy, lompat cara dan syarat- syarai

dari penjunian ltu, ;

manedina uang hasli penjualan  den memberd landa bukti

pembayaran, dan mempechilungkan dengan ;

- hulang poFok, bungs, bunga tambahan, danda. provisl, biaya-
blaya Lal. bea mavpun lainnya, lermasuk pula pamberdan
monunat perhitungan prosontase alau pemberion lalnny s
untuk ponarina kiasa, dan untuk juns sia,

= umiahyangminakiniajah dibayar isbsguly o'eh Dank srporti
yang dimakaud dalam pasal 7,
maminia kekurangan pembayaran scketka dan sekaliguy lunas
likn hasil panjualan harla benda yang dihipotikkan/di.
crodielvarhandkan liduk mancukupl untuk mambayar hulang
ditambtinh bunpa dan blaya-hiaya,

= mengembalkan kolobihan haall ponjuatan hars benda ynang
dihipctikknnddicradintvarbandknn.

Apnblia panjuaian dihentikan knrana harga dad harta-benda yang
diikat manunit pandapal Dank Hdak mancuupl,maka binya yanj
dikaluarkan  manjadl bahan pangambil keedit dan akan citagits
datipadanyn, sedang Dank sslanjuinya bortak ualuk mangulang
lelnng dan ponjualan ity pada hael yang lain,
Apabila Dank hendnk menggunakan hak uniuk manjual separt yang
disebul dalam aysl 1, maka hatla-benda yang dihipatik-knn atau di-
credintverban tkan ltu harus disediakan untuk dilihat pada had yang
ditentuknn oloh Dank kapada yang borminat, sedang pihak yang
dahulu mempun: athnk alns harta-benda yangdijamunkan itu zelslah
penjualan sclesal, harus dengan sugora maongoscngkan dan
menyerahkannya kepada pemilik bary,

Selanjuinya Bank borhak untuk manempalkanpsmbentahunn 1o Mang

ponjualan pada hana.benda yang dijaminkan, yang lidak >olch

dilitangkat, atau dirusak sehingga tidak dapat dibaca laghtanpa fzin

Dank,

Sebelum melakukan panjunlan sopeni yangdemaksud dalam ayal 1,

Bank borhak untuk ;

menyuruh mamocal harda-banda yang dijaminkan monjadi

babornpa bagian dan luasaya tiap baglan sepodi yang dianggap

barqiuna alau pedu oloh Dank, agar bagian-bagian yang dipecaly
damikian, blla parly dan monurul pilihan Dank, dapat dyual

Inrpisah pada wakiu yang borsamaan atay yang berlainan

OAn alas nama yang borhak ;

+  moalaporkan hal ltu kepada Badan Portanahan Nasionnl.

= maminia surat ukur (meelbriel) dan surat kalerangan dad furn
ki Ianah (landmeotarskannis),

©  manghadan semun pejabalyang berwonang. supaya dihadapan
mareka dapal mombust dun mananda-langani ekis-akia
noemecahan lersobut

pada wakly panjuslan supnya mamnasang addionsbanrhaid

.'.Survil:Lm,; soporl yang dianggap peru oloh Dank, dan

nlas nama yang borhak :

manyurs inombunt akia Alaukolarangan-keterangan salanjiinya,

mnnuimhhn dan mananda-langaninya, dan  +

melnkyknn sgain snsualuyang danggap padu di nbergunn oloh

Dank, icmunr»y' R1as binya peagambil keeddt,

Pasal 26

Apnbila hana-benda yang oihipotskkan/cradistvo hand kepada Dank dijual
Alas kema inn pemilik sendin, j%a hipotik Hu hipotik yang pariama atnu
sudfah menfs dl yang pariama, maka tidak barlakulah synral pormiborsihan
{zuivering), keciall jika ponjualanitudiaksunaknn bordasarksn pasal 1178
ayal 2 dari Khab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 27

Hana benda dintas tanah yang dihipolik-kan/crodiatearband-xan harus
diasutansikan dengan Benkar's ziausa Brnkkepada Penusansan Asutansi
yang ditunjuk/disatnjul olah Danx dengan bosar dan jangka waklu
parianggungan yang dnolapun\olun bank,

(.

N PENYCIANAN HAK MILIK ATAS
REPERCAYAANFIOUCIA
(FIDUCIARE EIGIEMDOMSDVERDRACH‘HFEO:
. PASAL 20
Apabiln untuk manjamin agar hutang Pangambll Xeedil kopada Dank
dibayar lunas, Pengsmbll hradit manysrahkan secara kepercayaan
(Fidudunlubnurrrhnungymg Inrsabut dalsm porsetufuan lantang
hal ltu, separti barang Inventaris, mesin-mesin, persodiaan barang
bnhmbuku,hondnmm,puhnknmmnh.banqumndunubnquinyu_
maka Pangambil Kredil padas saatl monarma parselvjuan dan
sclanianyn sokurang kurangnys tinp akhir butan, manyeahkan secara
knpercaynan (Fiducla) kepnda Bank untuk manjamin hutang wa
lersabut danmomberikan batang-barang yang baru didapatnya tetapi

(3).

14}

)

).

(N.

(2.

{1).

(2).

m.

(@)

balum chsarabkan kepada Bonk ; e |
Panyarahan dan pemberan Huapal gilakukan pada tempat barang “H
Hu terietak dongan menginimkan surat/dakar yang dilanda 1angan ;
dandinvalnkan berhubungan dangan parsotujuan ity menurul benki
yang di‘entukan ofeh Dank ; 3
Suraldafiac #u bersl kelarangan tentang barang-barang yuy 8l
diserahkandanbersiketaniuan batwa Pengambil Kredit memegang . |
Larang fu sebagai orang yang mermyimpannya uniuk kepentingan
Bank scbagaimana dimaksudkan dalam passl 1694 Kitab Undeng -4
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan sebagaimana dimaksud
pia dn'am pasal 29 eyat (1) syaral-syara! Inl,

PASAL 2%

Penganhil Kredit dangan Ini diberf kussa oleh Dank untuk :

+ manarima atas noma Bank sermua hak millk barang-barang
yang lersabut dalam dafar sabagsimana dimaksid delam pasal
28,

© memAmpan barang:-barang ltu 3abagal peminjam pakal,

= mammndahkan kelompal lain, selelah mendapal Izin lertulis dan
Dans,

* mamblarkan dan manyimpan ditampal Itu, alas Aema Oank untuk
manunsal aaling wakiu barang-Latang Ity pads lempal barang
larsunpan;

Alas berannyn, Pengambil Kredit harus @

+ momelihars, momporbnlki sebagaimana meslinya semua barang
3008 3aimana Jimaksud dalam ayat 1 dintas, !

« manggant dangan barang bans semua barang lavanieris, masin. .
masly, parkakns rumah, kerdarsan, perstediaan barang/oanan
boku. bangunan don sebagninya slau baqlan datlpadanya yang
wiAng, rusak alau lidak depal diparguaskan lagl;

sadang! anbarang-barang yang dilambahkanpada berang lnvoniads,

maesir. nmsin, peraakag rumah, kond A, peraediaanbarangiahsn

baky, eingunan dan sebagalnya atau barang-barang yany aksn
diperguiakan, diangyap sabagal pengganti barang-barang yarg
usang, tusnk dan tidak dapal dipnrgunakan lagl,

Setiap 1ant Panganibil Kredil haeus mengijinkan kepada polugas

Dankal v pihak ketiga yangditunjuk olah Bank untuk masuk kolempat

panylmpanan batang-barang fersebut dalam ayal 1 dialas.

PASAL 30
Khusus unluk parsadiaan barang atau binhan boku solema kuase
tersebin dalnrmn pasal 25 belum dicabut alau dibatnlkan karena scbad
Ininatau selama Dank balum melakukan nnk torsabut dalampasal2g
untuk mengunasal barang-barang i atau hak schanaimana lersebut
dalam pisal 31 uniuk menguangkan samun barang yang diserahkan
socara fiducia (FEO) kopada Dank:
maka Puenparnbil Keedit herwenang untuk mangambil Unlam jumish
YANQ wijar menund panrsahaan pada umumnya, untuk menjual
somua hatang dogangan yang disarahkan kepada Dank sebacal
[aminnn dan masih dalam panyling annys, baik sebelum maupun
sasudnt diproses di perusahaannya:
Pengambil Kradit berkawa|iban pntuk :
+ membankaninporankepada Denk mangenalbinrang-barang yang
talah dijual, sokutang-kutangnya linp-tiap bulan Pada had kana
Terakivr; .
menyarahkan kepada Dank saluruh hasll penjualan, lagihan dan
pecsckol yang dilarima,
Barang-harangynng diaminkan oloh Pengambil Kredit kepada Dank,
yANQ bdrk lormasuk dalamayal |, dapaldijunl setelah mancapalizin
loriuhs dari Dank,

PASAL 21

Apabiln jumlah pokak atay bunge. donda, pravisi, blaya, baik berupa
bea ma pun yang Irin, yang hanis dbayar oleh Pengambil Kredit
Bdak dib ayar pada waklunya, dan fike sudnh dapal ditagih atau sudah
dilag-h. inaka Dank herhak (snpa perngalan Alau manempuh alan
penqadean lebih dahuly, mengambil linoakan agat semua barang
YANng noedan dinerah<an sucara liducla (FEO) kapada Bankdiuangkan
baik selunuhnya maupun sebagian, O8nQANn cara dan pada wakly
yang dikshendaki oleh Bank saita menggunakan hasi barsih untuk
membayar hutang Pengambil Kredil kopada fank karana sebab
apapun, baik 3nluruhnya maupun sabagian; sedangkan Bank whfib
mangen balikan kalobihan pembryatan piutang kepada Pengambi
Kredl,

Fangam bil Krod!t herus mambail irin kepada Bank, untuk
menygnu iakan lempal parusahasn dan pakerdn/pegawainya guna
penjualan soporti dimaksvd dnlom ayal | dengnn cuma-cuing,

V. GADAI (PAND) DAN BELENING
PASAL 32

Goaai acalnh auati hak yang dioaroleh oleh Bank atns berda-banda
borgera! yang disarahkanclon Pangambil Kredil atay Pemben gedal
yang membenkan kubussaan kepads Bank uniuk menjual dan
mangambil pelunasan darl hasil ponjuaian baranp lersebul secara
didahulukan dad pada kreditur-kraditur lainnya apablla Pangambd
Kredil a1au Pemberi Gadal lidak molunasl hutangnyn [pasal 1150
KUH Petdrla),
Somua lienda-banda bargerak yang digadalkan kepada Dank balk
yAng dis itwilkan socarn logas maupun monunid katontuan pasal 19,
totap rnosjaditanggungan Pengambil Kredit atau Pomber Gaual dan
sormuabinya imtukmamindahtar Amp unl, verah
tan pomibayaran p ~ml asuransi dibebankan xepnda Pongambd
Kredit al v Pemben Godal,
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PASAL 2
fiamua handa.handa bargsrnk yann digadalkan kapada Dank hara
dilepnsken dad kekuasann Pongambll Krodil atau Pomberd Gadal dan
disarnhkan dibawah kekunsnan Bank alau plhak lain yang ditunjuk untuk
dan atns neima Dank, .

FASAL 34
Dank berhak untuk wengpadaikan ylang kepnda pihak laln semua LonZa-
banda bergernk yang digadalkan kepada Dank.

PASAL 35

Uniuk Gadalborupa iurulvluurbnm-rg.bcdnkukonnlulnuhnpnlb.dhm:
(1). Menggacalxan sural berharga dilakykandongan menyershkan kepada
Bank somua hak Pembed Qadal sebagal pemilik dad surat-sursl
barhargs fu, terutama hak untuk mensrima bunga yang akan diteriina,
dovidend, pambayaran kemba® dan pemdayaran-pambayaran laln
berupa apapun; sarta hak untuk menghadid samua rapat pemegang
anhamatauobiigas! danhskuntuk mangsluarkan suara yang dlanggap
pariu untuk kopantingan pemagang saham atau obligasl,

Bilamana peru dan dikehendakl oleh Bank, sural barharga yang
digndalan knpada Dank dapat dipindahkan manjacdi atas nama Dank
#9bAgal pomagang gadal, uniuk fu Pangambll Kredit alay Pembar
Gndalgengan inlmambor bussa khusus kapada Dank yang tidak dapal
dicabut kemball oloh astinb apapun juga.

(25

PASAL 28
Unluk gndal alau baloning barupa siock barang dagangandahan bnky,
apablla antara Bank dangan Pengambil Kradil atau Pember gadal sudah
ada perseluluan, bahwa harta banda yang sudah alau akan digadalkan
kaonda Bank akan disimpan pada tempal yang dipinjamkan oloh Pengambli
Kredit alau Pambed Gadal pada Dank, muka berlaku ketentuan sobagal
baedkid ;
(1), Pinjam pakal (Dautkiaer 'ng) untuk wakiy yang lidek lortentu, dengan
dibatlkan hak kapada Dank dan kepada Pengambil Kredh untuk
mambatalkan pamotujuan hu, dangan kalentuan, batrwa persatujuan
lidak dapal dibatafkan apnblia yang meminia pembataian adalsh
Pangambi Kredit solama hitang kapada Dank yang timbul dar sobab
apapun balum dibayar lunad olofy Peangambil Krodil atau sslama sda
persatujuan kredit dengan Dank ;
Kuncl-kunci dar tempal yang dipinjsmkan harus diserahkan kapada
orang yang cllunjuk oleh Bank dan orang tu menylmpan semua
barang yang digadalkan aias nama Bank, tetapl alae bLsban
Pangambil Kradit ;
(3). Dalam hal barang-barang yang dipinjamkan, Pengambll Kredit
membebarkan Bank (vrijwaran) dar legihan pihak yang menyawskan
Alau pemiiik tempal, dar pagawal penylmpan dan Pamedniah atau
Iainnya, sedangkan binya-biays dan pajex menjact beban Pembaorl
padal pula ;
Jika poriu Dank berhak mangambll kembal barang-barang yang
digndalkan ke dalam kekussannnya, AlAumanyorahkan kapada orang
yanq ditunjuk olah Dank dan pllikan Inl harus disetujul oleh Pangambil
Kradil, aarta Dank barhak juga memindahkan barang-barang yang
digndnikan ketempal Inin alas biaya Pengambil Krodi,

(2).

(4

PASAL 3T

Untuk gadal barups emas alauporhinsan amas, bonnlrulclomuan;ehngnl

borikot :

(1). Mengpadalkan amas atay parhinsan amas, dilakukan dongan cara
manyarahkan aecera flatk kopada Nank banda-banda berupa emas
#inu perhinsan emas yang dijadikan Jaminan ;

(2). Dankalaukuasanys yang ditunjuk oleh Dank barhak uniuk momariksa,
mengujl balk menganal berat, karat maupun kadamya dan menakslr
nlialnya dsiarr uplah ;

(3). Bank depatl ¥ enunjuk plhak la'n untuk melakukan pemoriksnan dan
pongujian sinas atau parhinaan amas sabagalimana disooutkan dalam
buty 2 dlatas.

PASAL 38
Untuk gadal Deposito atas name Dityol Deposito barnky katontuanscbagal
berkut ; C
(1}. Menggadaian deposlio sias nama dilakukan dengan menyerahkan
bityal deposio kepada Gank dar hak legihen atas deposiio tersabul
kepada Dank dangan dibunl akis cessis yanq ditandatangan! olah
Pember Gadu! dan disstujul (botekend) oleh unnk yang menerbitkan
daposiio alas rema lersobut -
Pambert gadal walb unluk me=baritahukan kopada bank panurbll
depasito alas nama lorsabut monganal digadalkannya deposita nlas
namn dimaksud, :

@

PASAL 39
Apnbila hutang kepadn bank, balk jumiah pokok, bunga, bunga tambatinn,
danda, provisi dan biaya:biaya ynng lain, lidak dibayar pada wakiunyn aloh
Pangambil Krodil atau olah pembar gadal Jka sudah atau dapat ditagih,
Dank barhak men ual bands:bonda bargarak yang digadaan dihadepan
wmum alau jiks diangpap partu oleh Bank, lupua Jixa barang Nu terdid darl
bnrang dagangan, susat barhargs, emas/perhiasan emas dandeposiioatas
nama yang dapal dfual ot pasar atau i bursa dangan tidak momariuken
parngaian nlnulowlnmnrnhlrmrqndllnn_menh.mldnbnwnhlnngnndcngnﬂ
baniuan duis arang poraniara alaw melalul Pengadilan, sgar supayn dan
hnsinya dapal dibayar huiang Pongambll Kredil kepsda Dank dangan
gihitung pula binya-blaya parirgatan (somasi), biaya-blaya lefang dan

woeipdap | T L e HTCITIA L '.--'"I-s.t':' oy, W

pambariin-pembaeran, balk marunst prosoniasa maupun yang lain, yalty
npomberian kapada parantara alnu jury Alta yang disuruh eleh Bank untuk
menjual dalam melaksanakan penagihan,

V. PEMINDAHAN PIUTANG ( CESSIE
PASAL 40 .

Ambﬂnl'mgnmb&lir‘mmawnhnnhak Alas semua plidangnya (Cessle)

terhadag: pihak ketigs alau semua plutangnya yang lermasuk golangan

tertentunebagal jaminan pambayaran hutangnya kepada Bank. Pangambil

Kercilpeda sanlmembual hutang dan nokuvlnq-kunngpadalhp-lhplwr

butan (had kerja larakhir) harus manyerahkan hak aias plulang Ru, yang

didapatnya dar pihak ketiga dan yang bedurn deershikan hakrya kepada Bark,

Urtuk pe wornhan hak ol maka @

. Per.gambil Kredit mengidmian kepada Bank sualy dafaryangditanda-
1anyanl menuna bentuk (model) yang ditentuken oleh Bank dengan
maiiunjuk parseluluan dan pengakuan hutang ybs,

- Bark mongekul telah mensrima dafar iy dan menyetulul pula
panyorahantagihan yang tercantum di dalamnya dafar mana memuat
plAIng yang akan dissrahkan hok Iagihan alas plutangmya

= Bank mangakul penerimaan yang lercantum di dala mnya.

PASAL 41
Apablia Dank monghendakl, Pengambll Kredll harus menyerahkan kopada
Onnk sunt-sural dagang (handals-papler) alas nama atay yang telah
clsorahkan kepada Bank dengan endosamen atay aurat kwilans| yang
citanda-1angani oleh yang berhulang untuk manyalakan jumlah dad llap-
linp pri'eng yang lelah di-cosslokan, dan salenisnys semua tnnda buk!l
untuk tiyp-tiap plitang demlklan dan yang dianggep periu clah Bank,

PASAL 42
Bnnlb-mnnngmlmmhoungylngwajlb meng-aksepiasl sural daging
teruebid dalnm pasal €1, menguatkan cessls lerhadap Yang berhuting
yang diserahkan Ku, mensrdma samua pembayaran Yang Dertutang slas
nama Pengambll Kredht, apablia cesals hu balum diberitahukan secarm
mami kepada Yang Derhutang alau belum diakul oleh maraka, dan
nmm:i-mhﬂnmlmh;kh:-m:mmnyu.|n|oW-mmkﬂchmarnbﬂ
Kredit diluar dan dibadapan pongadilan, untuk mendapal pembayaran
pluiang yang ol cosslokan hu,

PASAL 42
(1). Bitarnana hutang Pangambll Kredlt kopada Dank sudah dapstditaglih,
Danlt barhak memperhitungkan dart phtang yang ditedimanya,

(2). Apaldia cossle dipsrgunakan luge untuk menjamin kredit rekening
korayang dibuka olsh Dank untuk Pengambil Kredit, make uang yang
dltarma oleh Bank dar phutang yang telah di cesslekan llu, dibuky
lrem{dthrndllh)dn!:mnkonlnqyangbcfsmukulln.lln periusesudah
dikurangl dengan hak yang ditantukan dalam aynl | dlatas,

Apnkah Pengambil Kredlt barhak menggunakan kredll dari rekening
separtl tersobul dnlom ayal kedua: stau boleh mang-ambll persekol
darl Bank, yang mananiukan adalah persetujuan yang ada antars
Pengyambll Kredit dongan Dank.

(2).

PASAL 44

Apabliaplslang yang lelah dicosslakan lidak atau tidak sepenuhinya dibayar
oleh yang barhutang kopada Pengambil Kredit pada hard pembayaran
(vervaiday), Bank berhak mengembalikan cessle (relrocessis); dan
pangambalian cersle inl akan bardsky, karena Bank mangirimkan kepada
Pangamb | Kindlt suatudanaryang dilanda-langan yang mamual perinclan
(apacitikasi) daii plulang yang dikambalikan, dan karena dahar Ity ditanda-
Iangani oleh Pengambil Kred!t sebagal 1anda lslah diselujui, maka Bank'
harus mangembalikan kapada Pengambil Kradil semua sural-sural dan
landa bukil yang ditarima dar f‘mqambllKr-dinunung pluiang yang sudah
dikemballkan menurut Lasal 41, sedangkan Pangambil Kredil harus
mombayatkan uang piulang yanq dicessiekan ity kepada Bank alau
meanambah Jaminan untuk keperuan Bank,

PASAL 45

(1). Semun biaya cessis, retrocessle dan ponerdmaan uang dad plutang
yang sudah dicessizkan olah Bank, balk diluar mavpyn dihadapan
pengadiian, domikian puls bos meleral, blaya-blaya pembediahuen
secare rurnl(bnnklnlnq).prcMsilnluuo.m-ncmpuh]nlnnp'nqadﬂm
balk dengan sila konsarvatolr maupun sita eksekitoral, meaminiakan
palilt, blaya-biaya perkara dan laln-laln menjaci beban Pangambli
Kradi

Atas permintaan Bank unluk perama kall, Pengambll Kredht pada
kessmpntan partama harus mengamballkan knpada Bank semua
blayatarsebul dalam ayat 1, atau mombayarliebih dahulu kepada Bank
sajumiah uang yang dikehendakl oloh Bank untuk membayar biaya-
blaya atau parsekol kepada pihak kelign.

2

VL. GADAI PENSIUN DAN TUNJANGAN,
Pasal 46,
Apabidayang bartwiang atau sl goadalk lunatautunjanyan
kapada Dank sebagaljaminan pembayaran hutangnya kepada Dank, Bank
lmmunnnpmomnnn!nhk-nlupnylponllunnlnulul\;nrqmynngdloldnhan
dibayardangnnmangenyampingkan semua oranglainyang berhak atasrys,
unluk kepatluan Ity yanp borhak atmspensiun alau tunjangan harus
memberlkun knpada Bank akia yang borsangkuten (sural penalyn danliln.
Inin} dan surs!l kunsa yang lidak dapat dicabut kemball alau sural kussa
khusus sebanyak yang dianggap pariu oleh Bank, aUpays uang pensiun
nlA turyangan ltu diterima oloh Bank sodangkan surat bukil penyeloran/
pambayariin diberlkan kepada yang berhak atas pensiun alau lunjangan
dirnnksud.
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Pranl 47,

Apnblla Silang pangnmruil krodil kopadn Dank sudah dagi . ditaglh,

Oank bk molakuxne pemolongan alas ponsiun atai Lnjangan

¥ang ditarimn, gur.a panitaynran angsiran pinjomannya, S ‘ebihnya

cianrahka v olok Bank k ipada yanp berhuk,

(2). Apabila pansiun alau wnjangan dijadikan Jeminan kredit ‘okaning
*oran yan] dibuka eleh ilank untyk yoang berhutang, maka v: ng yang
diterdma c.ah Dank diburs ke dalam rekaning yang bersaagkujan, dany
alau sesudahcikurang ‘uminh yang ditantukan manund syatpenama,

"

VIl. GADA! POLIS ASURANSI JIWA,
Pasal 4R,

Apnbila polis asuransljiwa nias nama Pengambll Kradi digadaikrakapadn
Dank untuk monameah juralah jaminan hutangnyas, Pengambil Kr_dil harus
manyatahkan kopndn Borx nalipolis asuransl diseral pula sustupr mintoan
uar Pangambil asuransiFangambll Kredlt kapuda parusahasn asuranyi
yang bersangkutan supaya dicatal dalam jxolis, bahwa samua | 1k yany
limbul bordasarkan porseujun asuransi datam polls ke punyAnnpragambil
asurnnsl, [alak danrahkus kepada Dank, yang manarima pula panverahan
v karona lelah Ik A men dalangani parmintaan larssbut,

Pasel 49,

(1} ¥Yang barhutang han » mambayar pada waklunys semua pre miyang
ditalapkan dalam polis, dan membukiikan pambayaran lu kapada
Oank dongan menyerahkan bukli pen:bayarannya

Apatula yang berhute g lalni mambnyar 3atu kall pembiayniin uang
preenl, maka Bank terwonang {tetapl tdak hanig momtae s uang
perml barsama-game dongnn blaya-blaya yang muncki  intin
=arananya, dniam hinl Ini ynng borhutang harus membayn; combali
IOMUA VARG yAnq talsh dihayarken labih dahuly oloh a1k pPAda
kesampatan portama sr lolnh ditarimanya surat panagihan o'eh Gank.

(2

Vil PEHANGGUNGAN HUTANG {0CAGTOCHT)
Pasal 50,
Apahia anomngMadan dukun alay bebnrnpa ornng/ batiorepr, (1 130
Hukum menanggung hulang Fengambil Kredll prnda Bank, kerana

PARATRQ INGAN Hu demi huxum limbullah akibal ;

{1). Dahwamerokasecaradersama-sama Alausandin-sondin (hooldly
harus mansnggung seluruh hutang dan membayar sobagalmang
mas.‘lnya_Ilda\hlnrl]umlahpokoh.l.fnpl]uga semua bunga, denck
bunyia, provisl, blaya-blaya lain baik Barupa bet maupun yeng lain

(2). Da‘rwamarekalerikal pads kewajiban yang harus dipenuhi olah yang
berhutang kepada Bank manurut parastujuan ateu pongakuan hulasg
Alnu monunut sy al il

(3). Dulva mersks melepaakan seinun hrknya (voorrechien) yang
diba 1kan oleh Undang-Undang atsu hukum ndat bagl penangpueg
{bonjon). terdama lentang penjualan pakua lobih dahulu (eorden
uvitvenning) dan pemacahen {sculdaplitsing) sea lidak bolsy
menZenorkan lagl pada KUH Perdata pasal 1840 dan 1044,

I KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUR
Peanl 51,
Syarat-syarnl umum Laranjian inl bartaky untuk sammia pinjaman kepa
Dank dan monipakan saty kasaluan yany lidak dapat diplsahkan dengin

porselufusn uniuk ilu alau dalem pangakuan hitang yang talah cliarkna |

oleh Danl;,
Panal 52,

Salaln derl podfa nambailkan landas buktl pembayaren manurul slsa
yang diteiapkan Direksl Bank, maka dalam hal personlan soport larnabut
dalamayceat-ayarntpadanfinnint Alauyang boilaku pade pertuiaian hukum
pombeiiay parsakot alau ktedi(, baik dihadagan aiau dif luar Pengadian,
Dank dlwakill olah Pamimpin Cabang, yanq dapal puls memindshisn
kuasariys s, somuungs iy kink mAangrirangi kalnaluon-kelontuan dalam
Anggarar DaratPotsernnn Torbat W PT. Bank Fakyalindonasia (Parsar)
yAng < miat dalaim Akla Namor 133 1anggal 31 Juli 1992 yang diumumian
dnlam 'y fia Negara Reoublik indanealn N ymor 73 1anggal 11 Seplomber

1992 Trehehan Dorita Magara Aepublik Indonasia Nornor IA tahun 1992 y
borikut perubahnn-perubahannya, &

Demikian synral-syaral umum inl reluruhnya lelah dikatahul, dimonged
anra dizelujut Isinys olan Pengambil KrediVDabltur/Yang Barhutnng
Paminjarr
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AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN
Pt = : .
/,@Y\UATM;\\ Nomor :
d “f 5 - . it .
‘ .,;“‘ 5 * Lembar Pertama / Kedua -
Ll ey 'il. ’ ba %
%\1_ o = : -
X cop 1 - i T 8 ——
\\‘\ Ny -iffy Pada hacl inl , dumlat.=. tanggal "&Q.: (_.._.mel.lp.l:l.luh. % )
\\éithwa};‘hunux duaribu satu
g, “nomor 357482000 mnan . dlangkat/bertndak sebagai

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sclnniuthya dischut PPAT yang dimaksud dalam
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Uicallcan coretan

schagai - Penerima llak . Tanggungan, yang sctelah Iak Tanggungani yang
bersangkutan didaftar pada Kantor Pertapahan sctempat akan _‘bcrlindnk
sehagal Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya dischut Pihak Kedua, ----

Para Pihak yang saya kenal/diperkenalkan pada saya, tﬁcncrnhgkﬂh P e

Jir dengan tuan Hajl LDIRIL JALIL bin es—e

¢ Dahwatoloh PRk Kol o e e e e
ACHIAD (ABDUT, JALI_L BIN ACHMAD) don. nyomyn Jadjah ATIKAE e——

selaku Debitor, telah dibuat dan ditanda tangani pecjanjian utang-piutang yang

dibulktikan (Eu[nL;nn s Pl i et ek St o e i b B RO SRSTERREN L, . REREP Frite e

Addendun Porubahen Jonghka Walktu Dan Supleni Kredit

305 e O R A e e . B R e
anggal ... 23 Yaret 2001 o, SN . ..ol W '
nomor J) ....... Pt e R MR L AR TR IS T s, o Pk S Ht
IATIT '~IIJNH GJ’I{:\DIH’I.PJV\TH\J&. .-cu'jnna
¢||hu i T \(I (T e ittt mitenss telal Vrua it s b R i e
lukwa, Fotaris di Jaliarta ——

vang salinan resminya diperlihatkan kepada sy 5 ----—

aktadi-hawahtanganyang hermeteril coRupVang il =l

.................................................................................................................

1 . . L 4 a v T !
L R DEEA MR AR I L SEOE KRR PR o

vang-astmy dipeclihatkan képadisiayas,

. hahwa unluk mcn;*tmm pelunasan ul-ln[, Debitor sejumlah --eeeemecemeemmeaneaes

... )/ scjumlah

uang yang (llp'll dllcnlulnn (ll kcmudl.m Inrl hcrd.tsmrk-m pcrhn}ian utang-
piutang tersebat di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta
pembiruannya (ﬁchnjmnyt dtsciml pcr m! u! ul'lmQ piutang) sampai -sejumlah

Nil.u'].mg nganscbcﬂr
; nern uto.ru
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“Diocahlton coretan
AKTA

- oleh Plhak Pertama diberlkan dengan akta lnl"kcp'ad:l dan untuk }Ecpcmlng

. yang diatur dalam Undang Ungdang 1

Pihak Kedua, yang dengan Inl menyatakan menerimanya, Hak Tanggung
fak Tanggungan dan peraturan-peraturs
A

peluksanaannya, peringkat ke . 1% O e )

atas obyck /obyekotryrek berupa

A it 1 N ~ i ) Hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Ruma
Susun yang diuraikan di bawah Inl ; —semscii et -

I O T Hil_ik .................. . Sartipikat Nomar 995’ . .... Bam
terdaftar atas nama 1""[15”1‘11‘11‘3*“'\&3;@ ...... A

Hak Milik Atas Satuan Rumal SLIStIﬂ,.SCI'[j]lik:l[ Rotd P o o e
erdsfretslagaiiy  OF W SR

yang letak-hatas-batas dan luas tinahnya divraikar dalam Surat
:mgg:ll‘....%f..‘...,a.......

Ukur/Grmmirestemsty*Samtartrometr 1.

Sertipikat tersehut disersahka n kepida sy unluk kéiwurlll:xli pendaltaran
peralihan hak atas tanah dan pendaltacan 1uk Tanggungan yiang

diberikan dengan akea ini ;e St SUTS SR i -
* DTRTSTRR TR atas tuna scluas ICBITR tring 486 ........... w'
(...dua ratua dolopan.

Dcs:i/h’clur;than
Kecamatan -

K:tlmpuicn/}(otnnﬁdy:l A
Propinsi

L5480 0 014V e
- Utara

- Timur. S
- Sclatan

b ¢ DI
= onrnt
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isahlian coretan

yang olch-Pihak Pertama dinyatakan schagai miliknya, scl:m}xithyh alat
alat buktitersebut diserahkan kepadasaya untuk keperluin pendaltaran
tughnya dan pendaftaran 1Tak Tangeungan teesehit di atas, seseeeee

Pemberian Hak Tanggungan terschut di atas meliputi jugat @ —-eeeesseeeeees
.?qmm..dﬁn..gm..w.omla.mmtu..;mng_.bumdq,..hamiri,...tm-.mnm..
Aty torpasang diatas tamsh torssbub’ yarg kaxens.ohfoh —

kopemilianaya atau. memurut, undang-tindang . dopat. . ddanggap . meewes...
aebagal barang Satopy. pelenjutnya. ddschut  tanah dan. banginan. ew..

........................................................................................... basvsssnrravannannsssnss
' '

Untuk setanjutnya hak atas tanah / Hak Milik atas Sataan Rumab Susun dan benda-
bendz lain tersehut di atas disebut schagai obyck Hak Tanggungan yang oleh Pihak
Pertdma dinyatakan scbagai miliknya. - - -

Para pibak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di aas menerangkan,
bahwa pemberian [ak Tanggungan tersebut disctujui dan diperjanjikan dengan
ketentuan-Ketentuan sehagal berikut :oe-ceececeeeacees R

-------- e 1 L e e R =
Pihak Pertama menjaniin bahwa semua obyzk Hak Tanggungan tersebut di

atis, betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, hebus dari
sitaan dan hebas pula dari beban-beban apapun, - —eeeseeeesececacesaecesneemeeeeecan

AKTA
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ilak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima
oleh Pihak Kedua dengan janji-janji yang disepakati oleli kedua helah pihak sebagaimana
Rl bavaling s — e S :

= _2 Debitar dapatmelakukan pelunasan uLam;_)’.i.l'Ogﬂij::111iudmg;:xzLijuli.'I‘;mggu ngan
di atas, dengan cara angsuran yang besarnya saria dengan nila lasing-masing
litk atas tanah yang merupakan bagian dari ohyck Hak Tanggungan yang akan
disebat di bawah ini dan yang akan dibebaskin thitci s ak Tanggungan
teesehut, sehingga kemudian Hak Tanggungan it hadya membebani sivs ohyck
Hak Tangsungan antuk menjamin sisa wtang yang helum,dilumasi .

/.‘

* Dalam hal obyek lak Tﬂnggungnnrkqi;ucliqn dipecali sehingga lak Tanggungan
membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat melakukan pelunasan
ulang yang dijamin dengan llak Tanggungan dengan cara angsuran yang
besarnya sama dengan nilai masiﬁg-masing hak atas tanah tersebut, ynng‘kxk:m
dibehaskan dari Hak Tanggungan, schingga kemudiansHak Tanggungan it
hanya membebani sisa obyek Alak Tanggungan untuk menjamin sisa utang

yang belum dilunasi. _Nilai.}ﬁnsing-m:lsing_hnk_ atas tanal tersebut” akan

’ A . 5 ’ »
ditentukan berdasarkan kestpakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak #
------- T s it i s s s d %
Kedua ; -- ST es vesmmens K

; 5

6 ' i

AKTA : 3
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fiARARAY:,
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i
dan Perdngkat see—
Red) el

Disahban tambaban i

e eiad 4 L

. . ' I
Iihak Periamatidak akan menyewakan kepaca pihak [ainobyek llak Tanggungan
tﬁnpn‘ persetujuan ‘tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, termasuk
menentukan atay mengubal jangka wakts sewa dan/ atau:menerima uang
sevia di muka jika disetujui disewakan atau sudal (HATAT A1) E—
\

i
[

Pihak pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata
» susunan obyck Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan

kegunaannya baik scluruhnya maupun scbagian, tanpa persctujuan tertulis
terlebih dahulir dari Pihak Kedua . i St T 7es -

Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak
Pertama dengan akta-ini diberi dan menyatakan menerima kewenungan,
dan-untuk itu kuasa, untuk mungelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan. Negeri yang dacrah hukumnya nieliputj letak
veyek Hak Tanggungan yang bersangkutaf ; coom-eemmeees e or G P

Jikit Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utitngnya, berdasarkan
perjanjian utang-plutang tersebut di atas oleh Pihak Pectama, Pihak Kedusx
selaku Pemegang 1lak Tanggungan Peringkat I’crl;unu[ilcngnn akta ini diberi
dan menyatakan menerimit kewendngan, dan untuk itu Kuasa, untuk tanpa
persetujuan teelebih dahulu dari Pihak Pertama : s-e-eeeeeeeoeeerenee vt

A menjual ataw sucuh menjual di hadapan umum secara lelang obyek Hak
Tanggungan baik seluruhnya MEPUN seLaginn-sehiagian; - -sseemesamereeees

b. mengatur dan- mcucln'pknn waktu, tempat, cara dan
penjualan ; e —iee

Syarat-syarul

¢ aenerima uang penjualan, menanda tangani dan menyerahkan kwitansi ;-

i, ] . b
d. menycrahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan ; -

. ¢ mengambil dari vang hasil penjualan it scluruhnya atiu sebagian untuk

melunasi utang Debitor.tersebut di atius; can Bt L I

B ' 2 > v .

f. meiakukan hal-hal lain ying menurut Uadang - Undang dan peraturan
~ hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua
perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa (ersehut, —w--seeemeeeemee

sy frrdes e DIETA S
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*  Pihak Kedua schagai pemegang lak Tanggungay Pertima atus obyek Hak
Tanggungan tidak akan membersihkan Viak Tanggungan tersebut kecudli
dengay persetujuan dari Pemegang Ik Tanggungan Kedua dan sclc-ru.sn'y:l,.
wilaunun sudah dicksekusi untuk pelunasan pinmng-l‘cmcg;lng[Ink Tanggungan
b B S S - - emeeen : -=

“Tanpa persctujuza tertulls teclebih daludu daci Pihak Kedua; Pihak Pertama
Udakakan melep: skan haknyaatas obyei: 'luk Tangguogan atay mengalihkannya
Secaraapapun untuk kepentingan Pihik Ketiga ;' eeeeee-o! e — mommeael

t Daiam hal obyek llak Tanggungan dilepaskan fakaya oleh Plhak Pertama atiu
dicabut haknya untuk kepentingan umum, schingga hak Pihak Pertama atas
obyek llak Tanggungan berakhir, Pihak Keduit .dengan ikta ini oleh Pihak
Pertama diberi dan menyatakan menerlmy kcwcn::ngun,' dar untuk itu kuusa,
untuk menuntut atay menagih dan menerima uang ganti rugi dan/atau segala
sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari Pemerintah dan /Zata Pihak ketigi
lainnya, untuk itu menanda tangani dan menyerahkan tanda penérimaan vang’
dan melakukan tindakan-tindakan yang pL:rIu dan hergunz serta diparidang
haik oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil séluruh atau sehagiun uang
ginti rugi dan fain-lainnya tersehut guaa pelunasan LTI o ——

i

Pilitk Pertama akan mengasuransikan obyek 1k Tanggungan techadap
haltya - bahaya kebakaran dan matapetaka lain vang dianggap perlu oleh
Pihak. Kedua dengan syarat - syarat untuk seatu jumlah pertingeungan
yang dipandiang cukup olel Pihik Kedua pada perusiahaun asuransi yang
ditunjuk oleh Pihak Kedug, dengan ketentuan suril polis  asuransi - yang
hersangkutan akan disimpan oleh Pilak Kedus dan Pihak Pertama akan
membayar premipada waktu dan sebagaimana mestinya; Dalam hidl terjudi
kerugian karena kebakaran atau malapetaka bin atas obyck ik Tangpungin
Pihik Kedua dengan akta ini diberi dan menyatik in menerima kewenangan,
dancuntuk it kuasa, untak mencrima seluruh s G sehagian wang gad
kerugian asurynsi yang bersangkutan sehagiti pelunasan utang Dehitor ; «em-e-

* Pilak kedua dengan akta ini diberi dan menyatakin menerima kewenangan,
danuntuk itu diberi kuasa atas biaya Pilak Pértama, melakukan tindakan yang
diperlvkan untuk menjaga dan mempertahankan <erta anenyeiamitkan ohyek
Hak "anggungan, jika hal it diperlukan untuk peluksanaan eksekusi atau
untuk mencegah nicnj.iili Dhapusnya atan dibatalkannya hak atas obyek -

AKTA
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Ik .ln%ungm karena tidak dipenuhinya atau dllanggarnya ketentuan
Undang-undang serta jika diperlukan mengurus perp: anjangan jangka waktu
dan pembaruan hak atas tanah yang menjadi obyck Hak Tanggungin ; -------

. Jl]\'l Pihak Kedua mcmpcrgumkm kehmsnann}a untuk menjual obyek Hak
_ Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatin kepada yang
" berkepentingan untuk melihat obyck HakTanggungan yang bersangkutan pada
waktu yang ditentukan: oleh Pihak Kedua dan segerit mengosongkan atau
suruh mangosonbkm dan. menyerahkan obyck Hak Tanggungan tersebut
kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihy tk Keduaagar selanjutnyi
dapatl menggunakan dalam arti kati yang seluas-lunasnyin | «=sesmemmmmmmromoanaeaaees

. Sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi obyek ik l.mgbung.l
akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk disimpan dan
dipergunakan olch Pihak Kedua dalam mel: tksanakan hak - haknya sebagai
pemegang Hak Tanggungan dan untuk ity Pihak Pertama dengan sikta ini

memberikan kuasa kepada Pihak Kedaa untuk menerin \LIll[)IL it tersehut
duri Kantor Pertanahan setelah ik Tanggungare ini didaltiar ; ssseseseceemeees

dmn coratan
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Pombin sevsien
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‘formulir/surat, menerima segala surat berhargz dan' laln’ surat serta mcmlmyar

L) w oy
T A S RO AN L TR T ITA T I A L AT R T .‘7:?'7‘.11'.‘,:— g

A ...‘_!,:..,!'........... saves

st g/-([l

Untuk melaksanakan janji- ijlcl.ml\c(cnlu.m kcrcnlunnscb tbaimana'
diuraikan dalam pasal 2, Pihak Pertama dengan akta inl mcmhcrl kuasa kepida
Pibak Kedua, yang menyatakan menerimanya untuk mcnghnd.-p dlhadapan pcjabat_ Y
pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan kelcrang 0, menanda tangan[ v

sernua biaya dan menerima segalia uang pmn{myum serls mclakukan scgala
tindakan yang perlu dan berguna unluk mchksmlkan j1nji ]anu d:m Lctenluan-
ketentuan lu‘whul -

-~

L1 = i

v . + g .
1

Para p:hak dalam hal-hal rncnfcnal l!aE‘Ta "lw lérsclﬂ;f i“ am '

dengan scgala 1k|tmln}'1 memilih domisili pada...

Bagerd 4f Jakarts Timtr

AKTA 5 Miay fio = S i
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